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DAFTAR TRANSLITERASI
Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud
dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf
Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.
Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan
dalam lingkup akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun,
\
dengan sejumlah pertim ai-Lga k‘/ ktis d

mengadopsi “Pedo/ﬁén {ansliterasi
~2

b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Ara g ditransl ikan kedalam huruf latin sebagai

berikut:
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B. Konsonan Rangkap
Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh :
R = mugaddimah
553l 8o = al-madinah al-munawwarah
C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah contoh 1%

Kasrah contoh a5

dammah contoh <L
2. Vokal Ran

Vokal RanngB <

Contoh :

Vokal Rangkap

Contoh : &ds = hau gaula
3. Vokal Panjang (madd

L dan (fathah) ditulis a contoh: W& = gama
S—T IBAMAKASSAR™

(dammah) ditulis G contoh: Ca3le  =‘ulim
D. Ta’Marbitah
Ta 'Marbitah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/
Contoh : i Rk Makkah al-Mukarramah

LY A E  al-Syart'ah al-Islamiyyah



Xi

Ta’'marbutah yang hidup, transliterasinya /t/

e S Y1 4G 384T = al-hukamatul- islamiyyah
3 ol giall 3L = al-sunnatul-mutawatirah
E. Hamzah

Huruf Hamzah ( <) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh

tanda apostrof ()

Contoh : ~"‘fn@n
h; bukan ‘itthad al- ‘ummah
~p
(( - 2,
F. Lafzu’ al-Jalala é/\v

N\
Lafzu’ al- h (kata:ﬁsl ) yanglberbentuiﬁ\?a nomina ditransliterasi
tanpa hamzah. N :

is : ‘Abdullah, bukan Abd Allah

Contoh: d4ilie
4 Hls is : Jarullah.

G. Kata Sandang “al-*.

]S(Tandan “al-“ tetap ditulis “al-*, baik adga‘ugan dimulai dengan
JIBAMAKASSAR

Contoh : LA S LY = al-amakin al-mugaddasah

e Hall 4 G = al-siyasah al-syar’iyyah

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil,

meskipun merupakan nama diri.



xii

Contoh : 353 W = al-Mawardi
Ay = al-Azhar

37 paiall = al-Mansiirah

1) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital,

adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh : Al- Afg adalah g tokoh pembaharu
* ‘; >
?/ xﬁembacaAI Qur \kar.im
N3l
—\i‘ N \
Singkatan. \ e
2
saw. allallahu Ialaihi wdsallam <\
N — 5
swt. = subl
ra.
as.
Q.S.
H.R.

= Undang-Undang

s:TIBAr, ‘MAKASSAR

= tanpa penerbit

t.tp. = tanpa tempat penerbit
Cet. = cetakan
t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama . Arsan
NIM/NIMKO : 171011020/85810417020
Judul Skripsi : Tinjauan Wakaf Saham HAKI dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum wakaf
saham dalam perspektif hukum Islam, permasalahan yang peneliti angkat dalam
skripsi ini yaitu ; pertama, bagaimana penerapan wakaf saham HAKI di
Indonesia. Kedua, bagaimana wakaf saham HAKI dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian  ini menggu
statistik), dengan menggun
menggunakan pendek

an jeni nelitian deskriptif kualitatif (non-
etode( fibrary-research (kajian pustaka) dan
dan yuri rmatif.

Hasil penq‘&t' ,'yang  ditemukan ad
Penerapan Wakaf “Sahdm HAKI di Indonesia befl
bergerak berupa afbimaupun bangunan hal terse ena harus terpenuhinya
aspek kekekalan bentuk saham yang tidak dapat dimanfaatkan secara
langsung. Ada a model wakaf saham yang di an ngkan olen Bursa Efek
Indonesia (BEI).Nrta adalah af-yang bersum t dari keuntungan investor
saham HAKI dan kedua adala enjadikan saham HAKI sebagai
objek wakaf. Penerapan wak eh wakif kepada nadzir di hadapan
Pejabat Pembhuat Akta Ikra ) dengan disaksikan oleh 2 (dua)
orang saksi dan dinyataka an atau tertulis yang merupakan
kehendak dari wakif dan dit a ikrar wakaf oleh PPAIW. Kedua,
Perspektif hukum islam ter HAKI jika mengacu pada mazhab
Hanafi, Syafi’i dan Hanbali KI tidak boleh diwakatkan karena
tidak mempunyai wujud materiil. Jika mengambil pendapat Mazhab
Maliki maka Saham HAKI dapat diwakafkan, karena Mazhab Maliki menyatakan
bahwa obyek wakaf tidak harus berupa benda materiil (berwujud) tapi juga bisa

il 183 iR U o 0D S HAK

dapat diwakafkan, mengingat nilai dan manfaatnya yang tidak kecil.

. Sgbagai berikut; pertama,
dengan wakaf aset tidak

xiii
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swit.
yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Wakaf telah disyariatkan dan

telah dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad

saw. sampai sekarang ter oleh kcat Islam di Indonesia. Amalan
wakaf sangat besar @M i kehldupah Irekonoml kebudayaan dan
keagamaan. Oleh Itu Islam meletakkan a Tawakaf sebagai salah satu

macam ibadah ya a at digembirakan.

Pemberd onomi 1mat sIa:I1 sangat pq dan kerap dibicarakan.

Bentuk-bentuk transak5| amatah - dimakstmaikan dalam rangka peningkatan

kesejahteraan umat Islam, litargetkan sebagai sasaran untuk

mengangkat kesejahteraan sedekah, infak, hibah dan wakaf
merupakan bagian dari i ang dianggap berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan.

Berbagai macam jenis wakaf telah dikenal sejak terbentuknya tatanan
G B MATAS ST
pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau
kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh
wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian juga mata air,
jalan-jalan, dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat, tanah dan
bangunan yang sering dipergunakan masyarakat, namun pemiliknya bukan atas

nama pribadi. Karena itu tidak ada seorangpun yang mempunyai hak penu untuk



mengatur tempat itu, kecuali ia telah diberi mandat untuk mengelola seperti para
pemuka agama dan juru kunci.

Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk mengumpulkan
harta kekayaan di atas prinsip bahwa sebagian dari harta itu adalah milik orang
lain. Bagaimanapun manusia harus mematuhi kehendak pemilik mutlak. Di dalam
Islam tidak di kenal dengan adanya kepemilikan yang mutlak (absolute), tetapi

kepemilikan majazi (relative). Pemilik mutlak hanya milik Allah swt. sedangkan

. Selaku pemegang amanah, yan
e pemegang yang

“kepada_pihak-pinak yang berhak.

N
rupa tanah sudah ada dan dﬁkan beberapa tahun lalu

\)3 MY A
sejak umat Islam}mﬁ dManta “Gambaran umum tentang

i fenomena masjid sebagai sebuah

praktek wakaf di Indonesia
harta wakaf yang tidak bo an, diwariskan, atau dihadiahkan.
Sebab masjid itu mempun g abadi dan kekal. Dalam artian
mesjid itu selama lamanya agai tempat untuk beribadah bagi
umat Islam.

ita, kita melihat dasar ar, repubtik Indonesia
seb&lgl::]zmﬂ MMSSALKM Negara
republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan
umum.Untuk mencapai kesejahteraan umum perlu adanya kerjasama dan sinergi
seluruh  komponen bangsa dengan memanfaatkan segenap potensi yang
ada.Termasuk potensi pengembangan lembaga ekonomi.

Wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Di

samping merupakan usaha pembentukan watak dan kepribadian seorang muslim



untuk rela melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga
merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi. Tanpa memperhitungkan
jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan. Sedangkan wakaf
dalam fungsi ekonomi umat sangat mencolok, sebab dengan adanya lahan atau
modal yang dikelola secara produktif akan membantu masyarakat untuk
memenuhi kehidupan bagi orang yang tidak mampu dengan motivasi etos kerja.
Wakaf juga termasuk amalan yang besar pahalanya dalam ajaran agama

ta akan terputus ketika manusia itu
cCs

Islam, karena hampir selur%alan m
u
) <
meninggal dunia. Tetapi @ wak ap mengalir pahalanya dan teta
99 W blap_mengalir_pahalany, p
un

dia telah menirng dinia. Biasanya benda wakaf

diterima oleh wakif v5[
~2

bd <4

berbentuk tanah dan~ \hgunan atau disebut deng

N
af tanah gangunan itu hanyﬁikmati oleh masyarakat
n itu_berada-~Sementara rakyat miskin

mber pendanaan baru yang tidak

a yang tidak bergerak.

Namuan, manfaa\

yang berada di se Ritar

sudah semakin banyak sehi
terikat pada wakaf tanah da

Wakaf dalam bentu i ya terbatas pada benda yang tidak
bergerak. Tetapi berdasar ang ingin disebarkan lewat wakaf

maka banyak obyek-obyek wakaf baru seperti wakaf saham. Spirit utama dalam

pener a,ms QAuj a 'Sa k aan umat
Islam dapat terwujud.?

Melihat objek wakaf berupa harta benda menurut hukum, maka benda itu

ada yang memiliki Klasifikasi benda berwujud dan ada pula benda yang tidak

!Jaenab siti dkk “’Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf** Al-Mustashfa, 4 no.
1(2019): h. 1.

Hanan Siti”’ Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam>> Jurnal llmu Syariah 3, no. 1
(2015): h.1.



berwujud. Diantara benda berwujud itu ada yang termasuk dalam kelompok benda
bergerak dan ada pula benda tidak bergerak. Sedangkan benda tidak berwujud
dapat berupa hak maupun kewajiban. Dalam kategori hak inilah Hak Atas
Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam ruang lingkup benda, sehingga
dengan eksistensinya itu dapat menjadi objek wakaf.

Bentuk benda wakaf yang masuk kategori benda bergerak dan tidak
berwujud adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). HAKI, meskipun bukan
hal yang baru tetapi masih Q‘s'gbagi S

ian besar masyarakat di Indonesia.
>

aban- masyarakat Barat yang sarat
\ P

Ky
Mengingat HAKI mema& o
)7 3
akan nilai-nilai indi/ﬁjy stik-kapitalistik. Sehi
N2 el
bahwa HAKI meru \h salah satu benda wakaf,

|-dari

Ketika di undang-undangkan
‘%rakat kurang merespon.

N
tahun 2004 Tentang wakaf kﬁmemberikan keterangan

Undang-undang I\
NG,
lebih lanjut mengermaidoH enda¥ wakaf. Begitu pula pada

Peraturan Pemerintah No.4 ng pelaksanaan UU wakaf. Belum

ada penjelasan mengenai b -bentuk f belum ada penjelasan mengenai

bentuk- bentuk wakaf masi sing HA aik dalam Hak Cipta maupun Hak
Kekayaan Industrial.®

Hak Atas Kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu

ben er,dari hasil kerja otak, hasil kegjasrasto. Hasi i pekerjaan
rasS::I:I]gAIMAI%S S;ARMSH kerja
emosional. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa
perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya
yang disebut karya intelektual. Kekayaan intelektual juga meliputi merek dan

indikasi geografis, hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, tata letak

sirkuit terpadu. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala

®Eva Mir’atun Niswa, “’Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di
Indonesia’’ Volksgoist 1, no.2 (2018): h. 124.



hasil kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan
lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya.Terakhir, HKI merupakan hak-hak
(wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut,
yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.*

Permasalahan yang lain kemudian muncul mengenai keabsahan
mewakafkan benda bergerak atau HAKI menurut perspektif hukum Islam, figih

secara sistematik belum mengangkat hak cipta keilmuan, seperti hak paten atas

ebagai hak milik perorangan atau
cCs

<

an. Produk ilmu pengetahuan yan
\f( UK limu peng uan yang
~Selain itu keberadaan HAKI

a%upaya penalaran terkait

Vv

N\
i wilayah cakupan definisi %ﬁoenda wakaf yang telah
enda

igi inisi b wakaf itu mengacu pada

3
ditetapkan oleh p% U

sisi substansinya dalam pe n hasilnya? Pertanyaan kemudian

berlanjut, dapatkah benda t elum dikenal di era para mujtahid
dan bahkan dalam figih ifti pat masuk dalam kelayakan harta
yang diwakafkan ?°

Berpijak pada penjelasan diatas, peneliti tertarik melakukan Kkajian

ter TIBaaterseZut ﬁnggterlamﬁ sgripl'tngan judul
“Tihjatan"W. a spekti

*Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Depok:
Rajagrafindo Persada 2015),h. 10.

Lutfi Nizar “Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-
Undangan Di Indonesia’> (SKRIPSI-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), h. 12.



B. Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang di atas, maka peneliti menemukan rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan Wakaf Saham HAKI di Indonesia ?

2. Bagaimana wakaf saham HAKI dalam perspektif hukum Islam?

C. Pengertian Judul ‘—\J/‘b

~p
Untuk tkan  kejelasan ddmy” ‘menghindari  terjadinya

‘

n Ynenghmdan kekeliruan penafsiran yang mungkin saja

n ini, yan' perjudul Tinjauan agaf Saham HAKI Dalam

kesalahpahaman

terjadi dalam pe

Perspektif Hukum Islam. Bliti akan memberikan pengertian

dan penjelasan yang diangga ) beberapa kata atau himpunan kata

yang berkaitan dengan judul

1. Tinjauan vyaitu h inj ndangan, atau pendapat sesudah

menyelidiki, mempela

2. Wakaf dalam kamus lisanul Arab, memiliki beberapa makna yaitu, al-

SEIBA MAKASSAR
yang artinya berhenti atau diam.

3. Saham yaitu surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang

memberikan hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal

yang disetor.?

®Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring (diakses 15 mei
2021).

"Ibnu manzir, lisanul arabi, jilid 9 (Beirut: Darun sodirun, 1414 H), h. 359.



4. HAKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual
Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang
menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.’

5. Perspektif yaitu sudut pandang, pandangan yang menangani wakaf, atau
lembaga yang menangani wakaf.'?

6. Hukum Islam, berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan dengan 1)

>

Wdang, peraturan, dsb. Untuk

peraturan atau adat Y Eecara resmi mengikat, yang dikemukakan oleh

penguasa atau/}sg h, 2)

mengatur gé?g én hidup masyarakat ~3) patokan ( kaidah, ketentuan)
~2

mengenai atertentu; 4) keputusan

(pertlmb\
Secara s\e?r

atau norma-norma

) yang ditetapkan @leh hakim (d\lém pengadilan); vonis™*

ami Sebagai peraturan-peraturan
ingkah laku manusia dalam satu
masyarakat, baik rma itu berupa kenyataan yang
tumbuh dan berk syarakat maupun peraturan atau

norma yang dibuat u dan ditegakkan oleh penguasa.*?

STIBA MAKASSAR

®Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring (diakses 15 mei
2021).

°Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia R.1, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Tangerang: 2013), h. 3.

1°Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, edisi ke IV
(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2008), h.1062.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa
Indonesia” Edisi V (Jakarta: Balai Pustaka,2016 ),

2Muthammad Daud Ali, Hukum Islam:Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di
Indonesia (Cet.V;Jakarta: Rajawali Pers,1996),h. 38.



Adapun kata yang kedua yaitu Islam, secara umum dapat berarti agama
Allah yang dengannya diutusnya para rasul yang dimulai pengutusan nabi Nuh
‘alaihi al-salam sampai pengutusan nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad

Shallallahu alaihi wa sallam.®®

D. Kajian Pustaka
Sejauh penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti atas berbagai karya

:I*%’I nal, ataupun yang lain telah banyak
¢ Cs o

tulis baik berupa buku-buku ilmi
< SN

h, skrips

ditemukan karya-karya/ oalin: wakaf saham HAKI. Kajian

pustaka merupakan/bg . dengan masalah penelitian
~2

berupa sajian hasi I bahasan ringkas dari tem ‘}nelitian terdahulu yang
relevan dengan

N\
litian. -
X peneliti @

Adapun I%rzh 1Y sebagai rujukan secara umum

peneliti membagi dua yaitu uku-buku dan kedua karya ilmiah

lainya :

1. Referensi Penelitia

Berikut adalah buku yang peneliti jadikan sebagai referensi utama pada

Ali ibn Muhammad Al masyiqoh, kitab ini secara khusus membahas hal-hal
yang berkaitan dengan wakaf, Hibah, dan Wasiat baik dari segi hukum,
hikmahnya serta latar belakangnya, kelebihan kitab ini menghimpun berbagai

permasalahan-permasalahan hukum figih yang kontemporer. Kitab ini terdiri

¥ Abdurrahman ibn Nasir al-Barrak, Syarhu al-Usil al-Salasah lil-Imam al-Mujaddid
Muhammad ibn Abdul Wahhab, (Cet.l;Silsilah Mansyarat Muassasah Syabakah Narul-islam, 1436
H/2014 M),h. 25.



dari delapan jilid. jilid 1-3 membahas tentang wakaf, jilid 4-5 membahas
tentang Hibah dan jilid 6-8 membahas tentang wasiat. Kaitanya dengan judul
skripsi ini yang membahas tentang wakaf pada jilid 1-3.

b. Kitab al as’afu fi Ahkam al-Awgqiif, karangan Ibrahim ibn Musa ibn Abi Bakr
ibn al-sheikh Al1 al-Tarabulsi. Kitab ini secara terperinci membahas tentang
wakaf, dimulai dari istilah tentang wakaf, syarat penerima wakaf dan

penjelasan tentang apa yang dibolehkan untuk diwakafkan dan apa yang

tidak boleh serta pemw lain «%Milg wakaf. Kaitanya dengan judul
)

{ >
skripsi karena menfikah tang e ,»tgrkhusus membahas lebih rinci
237 Lo
tentang benda ylhg eh diwakafkan dan ap&yang tak bisa diwakafkan.'
AP rz

?
k Kekayaan Intelektual o ﬁﬂ)}irektorat Jenderal Hak
N
ual Kementerian Hukum Dz(:k K Asasi Manusia R.I.

tentan

c. Buku panduan

ini asi g kebijakan, peraturan,

perkembangan terkini, dan perlindungan HKI. Direktorat

Jenderal Hak Kekayaa enterian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Ditjen HKI) mberikan pelayanan prima kepada
masyarakat, memasyar telektual dan menjamin kepastian
hukum dalam rangka mewujudkan institusi kekayaan intelektual berstandar
i i enyusunan dan penerbitan BukuPanguan EHKIgini merupakan
STIBAMARASSAR.. "
dilakukan oleh Ditjen HKI dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan pelaksanaan sistem HKI di

YKhalid Ibn Ali Ibn Muhammad Al masyiqoh, Al-jami’i lilahkami Waqfi Walhibati Wa
Washoya juz | (Qatar:2013), h. 8.

Ibn Musa ibn Abi Bakr ibn al-sheikh Alf al-Tarabulusi, al as’afu fi Ahkam al-Awqif
(Cet.I; Beirut: Darul Raid al arobi, 1401 H/ 1981 M), h. 5.
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tanah air. Adapun kaitanya dengan penelitian skripsi ini, karena membahas
tentang HAK.*®

d. Buku dengan judul Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan
Intelektual. Secara umum buku ini membahas tentang bagaimana
memindahkan hasil KI menjadi suatu produk hukum berupa Hak Kekayaan
Intelektual (HKI). Buku ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami

disertai contoh-contoh yang diuraikan secara jelas sehingga diharapkan

pembaca akan lebih terbanty dalam

< SN

berupa hak cipta, hak patenizhak de
%
letak, rahasia (/aga
~2

menjelaskan

s memahami jenis-jenis produk Kl
2

> o
industri, hak merek, hak desain tata
\ P

ietaS, tanaman. Buku ini juga
imana prosedur  peng ”\4 untuk  mendapatkan

N
perlindungan\

m atas kekayaany intelektu <€ng dihasilkan. Adapun
\)3 LS\
kaitan buku &n@ peneliti ini_adalah'karena buku ini membahas

mengenai hak kekayaan suai dengan judul skripsi ini. *’

e. Buku dengan judul Wa ecara umum buku ini memberikan

pembahasan tentang te ng belum banyak dibahas seperti
wakaf uang, wakaf pro aat, wakaf profesi, istibdal wakaf

atau penukaran harta wakaf, investasi wakaf dan resikonya, wakaf ahli atau

TIMqu:il algih Iamis faat f. Buku ini
ga e e SAg mberikan

benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, benda bergerak berupa
uang atau benda bergerak selain uang, seperti al-Qur’an, buku, kendaraan,
dan sebagainya, bisa dengan memberikan manfaat harta atau manfaat barang,

wakaf hak kekayaan intelektual (HAKI), bahkan bisa dengan mewakafkan

®Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia R.1, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Tangerang:2013), h. 4.

" Mujiono dan Ferianto, Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual
(Yogyakarta: Sentra HKI UNY, 2017), h.3.
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profesi atau pekerjaan atau waktu kita untuk sebuah kebajikan. Adapun kaitan
buku dengan penelitian skripsi ini adalah karena buku ini membahas tentang

jenis-jenis wakaf kontemporer seperti HAKI.'®

2. Penelitian Terdahulu
Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan

dengan skripsi ini, sebagai berikut :

a. Karya Lutfi Nizar denganj

<>\

Hukum Islam Dan/
==

er
penelitian pada Akg
~2

dul skripsi’Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif

>

N\

asanya hanya fokus pada halﬁayaan intelektual dalam
\.)3 A Y A

bidang hak }mtﬁ pabi m peérsp

perundang-undangan.

ektif hukum Islam dan

ngan penelitian ini skripsi yang
membahas tentang sa ila diwakafkan dalam perspektif

Islam.*
b. Jurnal penelitian Siti J Syamsudin, dengan judul Hak
Kekayaan intelektual Sebagai Objek Wakaf, Kajian Komparatif Mazhab

afi’i dapg-Undang 4L T 04 iy hasil elitian hak
S:L;I:EAOMAI}MSM. 41 tahun
2004 tentang wakaf pasal 16 ayat (3). Menurut mazhab Syafi’i hak kekayaan
intelektual boleh dijadikan sebagai objek wakaf karena HKI memiliki manfaat

dan bertahan lama. Pada penelitian ini hanya membahas wakaf HKI dan tidak

membahas saham HAKI apabila diwakafkan, itu perbedaan dengan skripsi

Fahruroji, Wakaf Kontemporer ( Jakarta Timur : Badan Wakaf Indonesia), h. 6.

19 L utfi Nizar < wakaf hak cipta dalam perspektif hukum Islam dan perundang undangan
di Indonesia’’ (SKRIPSI-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), h. 5.
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yang peneliti bahas, jurnal ini juga hanya fokus pada satu mazhab saja yaitu
mazhab Syafi’i berbeda dengan skripsi yang peneliti bahas akan mengambil
pendapat Ulama dalam mazhab yang lain.”

c. Skripsi karya Helma Fitriana Putri, dengan judul Analisis Hukum Kekayaan
Intelektual Sebagai Objek Wakaf, tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian
dipahami bahwa kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf

dalam hukum Islam adalah HKI yang merupakan harta benda bergerak yang

dapat diwakafkan jika dilal Xlakan seguar dengan ketentuan hukum Islam dan
3
o
dilaksanakan sesuai/ r:\ nsur-u ﬁa& yaitu adanya wakif pemberi
wakaf, nadzir pAﬁ'g% wakaf, harta benda-Wakaf, ikrar wakaf, peruntukan
St

harta benda w. %}vn jangka waktu wakaf.

N\
embahag saham jhanya meﬁalisis hukum kekayaan
j@gan enelitian ini penyusun akan

membahas saham HAKI R

Skripsi ini i

3
intelektual sebagai

d. Jurnal penelitian Indah Perdana Hadi dengan judul Model

Penerapan dan Potensi Kl di Indonesia. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa t | pengelolaan wakaf saham di

Indonesia. Sedangkan potensi dari wakaf saham sangat besar, ditinjau dari

erta | Anit 'QA —Pada’j penelitian

ini hanya membahas penerapan dan potensi wakaf saham HAKI tidak

2Giti Jaenab dkk, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf: Kajian Komparatif
Mazhab Syafi’i dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004, al-Mustasfah 4, no.1 (2019): h. 1.

“'Helma Fitriana Putri, “Analisis Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”,
Skripsi (Medan: Fak. Hukum UMSU Medan, 2019), h. 2.
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membahas hukumnya dalam pandangan Islam, berbeda dengan penelitian
skripsi ini yang juga membahas hukum wakaf saham HAKI.%

e. Skripsi karya Husni Mubarok, dengan judul Pandangan Figih Dusturiyah
Terhadap Wakaf Hak Kekayaan Intelektual ( Analisis pasal 16 Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf), tahun 2018. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf atas hak kekayaan intelektual

menurut hukum di-indonesia telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang

N\

sangat minim\ kan belum diaturysecara jeg\d'alam praktik wakaf di
\.)3 Ay A

Indonesia. Sk\r$p§i a g pandangan Figih Dusturiyah

terhadap wakaf HAKI,

skripsi yang peneliti susun akan
membahas saham HAKI dalam hukum Islam.?
Berbeda dengan pe lam skripsi ini, peneliti meneliti
permasalahan bagaimana saham HAKI di Indonesia dan

perspekiif hukum isiam mengenai wakaf saham HAKI, dalam penelitian

STIBXA"MAKASSAR

Indah Yuliana, Surya Perdana Hadi, “Model Penerapan dan potensi Wakaf Saham di
Indonesia”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 5, no,2 (2019):h. 227

“Mubarok Husni, ¢’Pandangan Figih Dusturiyah Terhadap Wakaf Atas Kekayaan Intelektual
(Analisis pasal 16 undang-undang nomor 14 tahun 2004)’’. Skripsi. (Lampung:
Fak.Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018 M), h.2.
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E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat

untuk melakukan sesuatu, dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi,

metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama

untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari,

mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.**

adalah sebagai berikut:
\ 4

\
1. Jenis penelitian  /\ .’ “ 2
<= e
LES)7A, ~ .
Peneljtian hi, Tinjauan Wakaf Sah I-L\Apjgl dalam Perspektif Hukum

Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini

A\
berdasarka\ , buku dan lainya yyang relevﬁ ngan permasalahan yang
\)3 MY A
berhubung%d@ an@oeneh i<lakukan untuk memperoleh

data-data yang diperl ditelahnya sehingga akan diperoleh

teori-teori hukum, dali an pendapat yang telah dikemukakan
oleh para teoritis da lu yang dapat dipergunakan untuk

menganalisis dan mem

STIBA MAKASSAR

247akiah Darajah, dkk, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,

1996), h.4.

143.

#Byrhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, edisi ke 3 (Jakarta:Rineka Cipta,2001), hal.



15

2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini hanya
menggunakan satu metode yaitu metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum
yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dari segi aturan
hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder tentang wakaf saham

HAKI.%

3. Sumber Data

A\
data-datagersebut sebagai berikf\<
d@h peneliti secara langsung (tangan

buku yang berkaitan dengan hukum

3
a. Sumber data p%ﬂé?,

pertama).?’ Sumber data p
perwakafan saham HAKI a
1) Al-Qur’an tentang ay
2) Kitab Figih wakaf (al qfi Walhibati Wa Wsshoya)

3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

kla lektua ri 12*R.1.

b. Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah

ada sebagai penunjang dari data primer.?® Adapun data sekunder dari penelitian ini

%30erjono dan H.Abdurahman, Metode Penelitian hukum (Jakarta : Rineka Cipta,
2003),h. 56.

2"Harnovinsah, Ak., Metodologi Penelitian (t.Cet.: Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan
Elearning Universitas Mercu Buana, t.th), h.1.

®Harnovinsa, Ak., Metodologi penelitian (t.Cet.: Jakarta: pusat Bahan Ajar dan
Elearning Universitas Mercu Buana, t.th), h.1.
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diperoleh dari artikel dan karya ilmiah lainya yang membahas tentang wakaf saham
HAKI.

c. Sumber data tersier, merupakan sumber data yang digunakan sebagai pelengkap dari
bahan primer dan sekunder yang bersumber dari kamus, dan sumber-sumber yang

diakses di internet.

4. Metode pengolahan data

Setelah mengumpulkan § er-sumber-data yang terkait dengan judul penelitian,
-& ¢ bs o
tahap selanjutnya adalah zdata data® ebu\tlvdengan langkah-langkah sebagai
berikut:?° / N
<4
a. Peneliti kembali pada; ata data yang didapat denga %)vkukan pengecekan validasi
A\
data dengan tuj r data yang diperoleh lengkap d M‘amin.
b. Proses pengklas#ﬁ@s' i ikan dengan permasalahan yang ada,
bertujuan untuk mempermu emukakan.

c. Mencatat data secara sistem an konsist ta-data yang diperoleh disusun dalam

suatu rancangan konsep u dijadikan r utama dalam memberikan analisis

sehingga terjadi keselarasan dengan an yang diberikan.

d. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam Bahasa indonesia (bila buku

mengacu pada fokus penelitian.

#Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Kitab Figih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih
Penelitian, Jilid | (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 99.
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5. Metode Analisis Data
Analisis data dapat dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data
guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam
penelitian. Analisis data amat penting dalam metode ilmiah, analisis data adalah kegiatan
yang dilakukan untuk mengklasifikasi data berdasarkan tujuan penelitian. Proses ini

roleh. melalui hasil studi kepustakaan yang telah

> o

dilakukan setelah semua data

dilakukan sebelumnya. Sé

primer, data sekunder A%s tersier selanjutnya ak i@'s’y,n dalam suatu susunan yang
2

S
. 4

Adapun buku rujukan

A\
dan menghubungkan satu samﬁuntuk mendapatkan suatu
. Lo\
2

kesimpulan. ¥

skripsi dalam penelitian ini adalah
Buku Panduan Penelitian Kar A Makassar. Edisi Revisi 2020 yang
diterbitkan oleh Pusat Peneliti asyarakat (P3M) Sekolah Tinggi llmu

Islam dan Bahasa Arab (STIB

"STIBA"MAKASSAR

Berkaitan dengan penelitian skripsi ini, peneliti mempunyai beberapa tujuan
pokok, yaitu :
1. Untuk mengetahui penerapan wakaf saham HAKI di Indonesia.

2. Untuk mengetahui wakaf saham HAKI dalam Perspektif hukum.

*Iprahim, “Metodologi Penelitian Kualitatif” ( Bandung: alfabeta, 2015), h.103.
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2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih baik secara teoretis
maupun secara praktis sebagai berikut :
a. Secara Teoretis
Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah dan
melengkapi kajian tentang i
o
sebagai bahan rujukan\bagi
s
hukum wakaf saham-H
R X o
N
\

~p

o TN
\ —

hasil penelitian ini diharapkgpat menjadi sumbangan
rthaca “yang bersifat ilmiyah yang

mum, pemerhati, peneliti, dan praktisi

Vm wakaf—saham hak kekayaan intelektual, serta
\
<

b. Secara Praktis

Secara p

3
informasi pemih?‘aﬁ

diharapkan bermanfaat bagi

hukum.

STIBA MAKASSAR



BAB Il

TINJAUAN TEORETIS

A. Wakaf dalam Islam

1. Pengertian Wakaf

Wakaf dalam bahasab i s yang artinya menahan, bersumber
¢ Cs
dari kata waqafa-yagi n.secara istilah para ulama berbeda

~_

d. Menurut syaﬁ

3
325“ >€->

Terjemahnya:
Menahan harta bil manfaatnya disertai dengan
kekalnya benda d penggunaan benda tersebut kepada
perkara yang dibo

b. Menurut Malikiyah

STIBA MATEASSATE ™

Terjemahnya:
Memberikan manfaat dari sesuatu ketika sesuatu itu masih ada dengan
tetap hak kepemilikan benda pada orang yang memberikan walaupun
hanya kiasan.

\\.

1K halid Ibn Ali Ibn Muhammad Al masyiqoh, Al-jami’i lilahkami Wagqfi Walhibati Wa
Washoyaa juz | (Qatar:2013), h. 51.

%2Sayyid sabik, fikih sunnah, (Beirut: Darul Kitabul al arobi 1977 M), h.523.
*Muhammad al Khorosyi, Muhtashor Kholil (Maktabah Syamilah, vol I1)

19
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v z 2. fo.

G 84 i gmintd a0 ol s o sal Gl 0 s sl dat s s

M4, 24 "

Terjemahanya:
Perbuatan wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan
oleh mustahiq (penerima wakaf) walaupun yang dimiliki berbentuk
upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti
mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz
wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.

2
\ 3 > L] <(\
Terjemahnya: \ - L\" 2

wakaf adalah meRahaReehatiaedibawah tangan pemiliknya dan

menyedekahkan man za itk kebaikan.

Berdasarkan pendap e : g disebutkan sebelumnya, maka
an harta benda yang dapat diambil
atau disedekahkan manfaatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt.

yang dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf.

STIBA MAKASSAR

#Wahbah Az-Zuhaili, al fighu al islami wa Adillatuhu jilid 10(Beirut:Dar al
fikr,1997),h.7602.

%*Wahbah az-Zuhaili, al fighu al islami wa Adillatuhu(Beirut:Dar al fikr,1997) ,h.154.
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2. Dasar Hukum Wakaf
Di dalam Al-Qur’an secara umum tidak terdapat ayat yang menerangkan
konsep wakaf secara tegas, karena wakaf bagian dari infak, maka dasar yang
digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada
keumuman ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang infaq. Wakaf sebagai
ajaran dan tradisi umat Islam yang telah disyariatkan, mempunyai dasar hukum

baik dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah serta ijma. Meskipun dalam al-Qur’an

tidak terdapat ayat yang sece

Y

namun beberapa ayat yd

erujuk pada permasalahan wakaf,
CCs o

nusia berbuat baik untuk kebaikan
\ P

san perwakafan.

%kum Islam di dalam al-

\ — v
kan kongep wakaf yang meﬁékan tentang infak demi
a is_sering Kkita temui ungkapan tanah,

masyarakat dipandal@@
~2

Kandungan af terdapat dalam dua sum

Qur’an sering di

3
kepentingan umu}t

semua ungkapan yang ada d dan hadis sesuai dengan arti wakaf

yaitu penahanan harta yang aatnya tanpa musnah seketika dan
untuk mendapatkan keridha ra dasar-dasar hukum perwakafan
tersebut adalah:

a. Dasar hukum dalam al-Qur’an

xmx dEIiI iidZam dis mRmaknanya
den§ i se I tSdA ang untuk

melakukan ibadah wakaf. Ayat tersebut antara lain sebagai berikut :

1) QS. al-Bagarah, 2:267

3423 N5 23 G oS AT L g2 b e a4 ST 3D T G

fog ow it & T 9F 70 oo (A %z 0F% ST SRR U S I S LI |
Roa 2 AT ST 132000 4 16235 AT Y o wds U deds O3ias & ol

“ > v
- sl

\‘G‘"
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Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami
keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang
buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu
sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan
mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha
terpuji.®

2)  QS. Ali Imran, 3:92,

T ogu%\,‘\ @3 u 5ait £as ) Jus o
P EREE 345 lag ;
h\‘ \‘,‘*

l;\ -

Terjemahan! 339' ‘S

Kamg:2 sekali-kali -~ tidak samp ‘?Qpada kebajikan  (yang
S na), sebelum kamu menaf sebagian harta yang

intal, dan apa yang kamu n ka\f(an maka sesungguhnya
ngetah[l‘u;@ J
\_____________ 4

3) QS, al-Hajj, 22:77

>

hgenls 24851 15 5l 1

Terjemahanya:
Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu sujudlah kamu
sembahlah tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu
men

STIBA MAKASSAR

Ayat-ayat diatas dijadikan sebagai landasan hukum wakaf karena pada
dasarnya sesuatu yang dapat dijadikan infaq dalam rangka kebaikan sama halnya
dengan wakaf, karena sesungguhnya wakaf adalah menafkahkan harta dijalan

Allah. Ayat diatas juga menjelaskan tentang larangan untuk menginfakkan harta

**Kementrian Agama, al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung:cordoba,2016),h. 45.
$"Kementrian Agama, al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung:cordoba,2016),h. 62.
%Kementrian Agama, al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung:cordoba,2016),h. 341.
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yang buru dan anjuran untuk menginfakkan hasil usaha yang baik-baik karena itu
dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dan kebaikan di sisi Allah. Bahkan di
ayat 92 al-Imran menegaskan bahwa tidak akan meraih kebaikan yakni segala
yang ada di sisi Allah. berupa pahala, kemuliaan dan surga sebelum kalian
menginfakkan sebagian harta yang disukai dengan cara yang baik dan tujuan yang
baik serta motivasi yang baik maka sesungguhnya Allah swt. pasti

mengetahuinya.

b. Dasar Hukum dalam

\
1) Hadits yang dllhv?ﬂ /

Artinya:
Dari abu hurairah r.a
apabila anak adam m
perkara shodaqoh jar
mendoakan orangtua

i Muhammad saw telah bersabda
a putuslah amalnya, kecuali tiga
anfaatkan, dan anak sholeh yang

Imam Nawawi rahimahullah ‘menjelaskan hadits di atas bahwa para

S a baginya

juga terputus kecuali tiga hal ini karena ia jadi sebab amalan itu ada. Anak itu

hasil usahanya, ilmu yang ia ajarkan dan ia tulis merupakan usahanya, begitu pula

¥ Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabiiry, shahih Muslim (Beirut: Dar
al-Fikr, 1993), jilid 11, h.70.
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sedekah jariyah berupa wakaf juga dari dirinya. Diantara faedah lain dari hadis ini

menurut imam Nawawi adalah:*

a) Hadis ini dijadikan dalil akan keutamaan menikah untuk mendapatkan
keturunan anak saleh. Dan sudah dijelaskan mengenai hukum menikah
tergantung keadaan setiap orang, sebagaimana dijelaskan dalam kitab nikah.

b) Hadis menjadi dalil disyariatkannya wakaf dan besarnya pahala wakaf.

¢) Hadis ini dijadikan dalil akan keutamaan ilmu dan dorongan untuk terus

memperbanyak ilmu, danyhendaknya-harus semangat mewariskan ilmunya

d) Dalil bahwa doJ‘b'b
~2

3
: g

V5 1 Vs Ll % Y%
Sl Jt 3 A L
41

w LA

~ 7
. _o% -
A, g
77

Artinya:
rifibhu Wmar bahwa Upmar ah/mne an Aebi tanah dari
S TERA RAARASSA TR o
sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum aku dapat sama
sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang engkau
perintahkan kepadaku? “maka jawab nabi” jika engkau suka tahanlah

pangkalnya dan sedekahkan hasilnya, “lalu Umar menyerahkannya
dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh

“Al-imam muhyiddin Yahya ibn Syarf An-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn
Al-Hajjaj jilid 11( Beirut: Darun ihya i atturosi al arobi, 1392 H), h.85.

* Abi Husain Muslim ibnHajjaj al-Qusyairy an-Naisabiiry, shahih Muslim, jilid 3(Beirut:
Darun ihya i atturosi al arobt ), h.1632.
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diwarisi, yaitu untuk orang-orang kafir untuk keluarga dekat, untuk
memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan untuk orang
yang keputusan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil) dan tidak berdosa
orang yang mengurusnya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara
yang wajar dan untuk memberi makan kepada keluarganya dengan
syarat jangan dijadikan hak milik dan dalam satu riwayat dikatakan
dengan syarat jangan dikuasai pokoknya.

Hadits ibn Umar radhiyallahu anhu menceritakan kisah ayahandanya
sendiri sebagai orang yang pertama kali mendapatkan saran dari Rasulullah

saw. untuk mewakafkan kebun kurnEr,lya. Umar mendapatkan kebun itu

sebagai bagian yang-m

<

|
SRl
fenomenal dalani gf?:h nabawiyah, selain-ddp

Perang ini terja?l>

—v

\
yahudi sampai ke/akar-akarnya perang khaibar j enghasilkan pemasukan

finansial yan\}@g at besal geh‘iugfla mampu
. 4

madina kala itu.*?

o
e perbaiki perekonomian

Ada beberapa Kkesi iatas, di antaranya adalah sebagai
berikut :*

a. Hadis ini menjadi dasar Islam.

b. Harta wakaf tidak boleh dijual atau dihibahkan atau diwariskan.

c. Syarat-syarat wakif (pemberi wakaf) perlu diperhatikan.

0. Sycorke Flrspont i bsofierdop oy
e. Pentingnya mengadakan musyawarah dengan orang yang pandai untuk

menetapkan pemanfaatan suatu harta atau cara pengelolaan suatu kekayaan.
Dari uraian diatas itulah beberapa dalil yang menjadi dasar hukum

disyariatkannya wakaf dalam syariat Islam. jika kita melihat beberapa dalil

*2Ahmad Sarwat, Figih Wakaf, (Jakarta Selatan : 2018), h. 16.

* Asri, dkk, “Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih”, Bustanul Fugaha
1, no.1 (2020): h, 85.
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tersebut, melaksanakan wakaf bagi seorang muslim merupakan suatu bentuk
penerapan ibadah kepada Allah swt. melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu

dengan melepaskan benda tersebut guna kepentingan orang lain.

3. Jenis-jenis Wakaf
a. Wakaf ahli atau wakaf keluarga

Dari sisi peruntukan wakaf terbagi dua salah satunya wakaf ahli atau disebut
—)
\

dengan wakaf keluar ai,u

h\‘ - A . : ) 44
tertentu, seorang/giz ih baik dari ke a ‘wakif ataupun orang lain.
SR " 2,
SRR

<4
Apabila ada seseos ! yang mewakafkan sebida

—v

N\

kepada cucun)\ a wakafnya sah dan yang b mengambil manfaatnya

N

adalah mereka ditunj taan Ywakaf. Secara kasat mata

wakaf jenis ini baik seka n mendapatkan dua kebaikan dari

amal ibadah wakafnya, | ilaturahmi terhadap keluarga yang

diberikan harta waka adang terjadi penyalahgunaan.

Penyalahgunaan yang di d yaitu :

1) Menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian

S B WA A S S e
setelah wakif meninggal dunia.

2) Wakaf keluarga dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan Kkreditur

terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum wakif

mewakafkan hartanya itu.*’

*Kholid lbn Ali Ibn Muhammad Al masyiqoh, juzal-jami’i lilahkami Wagqfi Walhibati
Wa Washoyaa (Qatar:2013) juz I, h.137.

** Lutfi Nizar “Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang
Undangan di Indonesia’’ (SKRIPSI-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), h. 31.
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b. Wakaf Khairi atau wakaf umum
Bagian kedua berdasarkan peruntukannya adalah wakaf khairi yaitu wakaf
yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan
(kepentingan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan
pembangunan Masjid*®, Sekolah, Jembatan, Rumah sakit, Panti asuhan, Anak

yatim dan lain sebagainya. Dari segi penggunaanya wakaf jenis ini jauh lebih

banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak
—

\
terbatas pihak-pihak anamb.
IN\ )7
h

¢ anfaaL, dari sisi lain wakif dapat
. %
s

mengambil manf T;d i’harta yang diwakafk |t§~,pseperti wakaf masjid maka
| ‘ 2,
ENEP <
si wakif dapat bes'\ dah di sana jika masih higlup,\atau mewakafkan sumur

\

N\

maka Si wakif\ h mengambil air dari sumurfbut, sebagaimana yang
Sl S AP

pernah dilakuk}q ol i ahabat-Utsman ibn Affan. Wakaf

m dan yang dianjurkan pada orang

inilah yang paling sesuai
yang mempunyai harta a guna memperoleh pahala yang
terus mengalir bagi oran n meskipun telah meninggal dunia
selama wakaf itu masih d
c. Wakaf benda tidak bergerak
S BAAAAT A S SR
dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu panjang. Adapun yang

termasuk harta benda tidak bergerak adalah sebagai berikut :*’

*® Kholid Ibn Ali Ibn Muhammad Al masyiqoh, al-jami’i lilahkami Waqfi Walhibati Wa
Washoyaa juz | (Qatar:2013), h. 137.

*Helma Fitriana Putri, “Analisis Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”,
Skripsi (Medan: Fak. Hukum UMSU Medan, 2019), h. 28.
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1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.

2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana
dimaksud.

3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah

4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

\
5) Benda tidak bergefa sesuai
\ 4

—)
perundang-uyghn )fang berlaku. ~»
o :3 | € G 2
Adapun contoh harfa«bgda wakaf yang tidak berg %ﬁalah 48

1) Tanah; \ g
r@a k diwakafkan, karena

3
Tanah irmaﬁ
mempunyai nilai jar

an<ketentuan syariah dan peraturan
%

a. Ini sejalan dengan wakaf yang

dipraktikkan sahaba ar ibn K atas tanah Khaibar atas perintah
Rasulullah saw.
2) Bangunan
Sah disewakan seluruh atau sebagiannya, seperti tingkat bawah saja, baik
S FHBAMAKAS S Re o
diwakafkan. Demikian pendapat mazhab Syafi’i dan Hambali.
3) Pohon untuk diambil buahnya
Wakaf pohon termasuk wakaf benda untuk diambil manfaatnya, baik

langsung ketika diwakafkan atau pada masa sekarang.

“*®Helma Fitriana Putri, “Analisis Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”,
Skripsi (Medan: Fak. Hukum UMSU Medan, 2019), h. 29.
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4) Sumur untuk digali airnya
Wakaf sumur bermanfaat di daerah yang sering dilanda kekeringan dengan
fasilitas lain yang mendukung seperti mesin air dan pipa.
d. Wakaf benda bergerak
Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi,

antara lain:*°

1) Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima guna pembayaran barang
—)
\

2) Logam mu“a/ﬂ:?I IKi beberapa jenis
3 ¢ ‘. 2
ROk R i’ : €
didium, paladium dan rhodiu

N
3) Surat bert\r merupakan dokumen yang mﬁki nilai, dilindungi oleh
3 A
hukum dzhd‘i i@ surat kepemilikan saham, surat

berharga dan perpaja

g dan lain-lain.
4) Hak atas kekayaan erupakan hasil pemikiran berupa
ide atau gagasan tau diekspresikan dalam bentuk
penemuan.
6) Kendaraan dan hak sewa serta benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan
SHABA-MAAKASSA R
Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemahaman
tentang benda wakaf hanya sebatas benda tak bergerak, seperti tanah adalah

kurang tepat. Karena wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang,

logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa,

“*Helma Fitriana Putri, “Analisis Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”,
Skripsi (Medan: Fak. Hukum UMSU Medan, 2019), h. 30.
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sebagaimana tercermin dalam Bab Il, Pasal 16, UU No 41 Tahun 2004, dan juga

sejalan dengan fatwa MUI bahwa bolehnya wakaf uang.

4. Rukun wakaf dan syarat wakaf
Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu
dimana merupakan bagian integral dan disiplin itu sendiri, atau dengan kata lain,

rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana merupakan bagian dari sesuatu itu.*
—

Meskipun para pakar ﬁu Islam redar Bendapat dalam merumuskan

" \Y P
definisi wakaf sepi;\? g/elah dikemukaKa |_f:uas Namun mereka sepakat
P
2
dalam menentukan-rukun wakaf sebab tanpa ru Nakaf tidak dapat berdiri
\ A\ v
sendiri atau wa k sah. <\<

3¢,
Adapun ﬂh\lﬁ k@esar lama dan figih Islam, telah

dikenal 4 rukun wakaf adala

a. al-Wagfu adalah orang y:
b. al-Maugufadalah benda
c. al-Mauguif alaih adalah o yang me a wakaf
d. nadzir adalah orang yang mengelola wakaf >*
ST e Al 55 s oo
yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan berada di luar hukum

itu sendiri, yang ketidak adanya hukum pun tidak ada.

K halid Ibn Ali Ibn Muhammad Al masyiqoh, al-jami’i lilahkami Waqfi Walhibati Wa
Washoyaa (Qatar:2013) juz I, h.223.

'K halid Ibn Ali Ibn Muhammad Al masyiqoh, al-jami’i lilahkami Wagqfi Walhibati Wa
Washoyaa (Qatar:2013) juz I, h.224.
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a. Wakif ( orang yang memberikan wakaf)

Wakif adalah pemilik harta yang mewakafkan hartanya. Menurut para
pakar hukum Islam, suatu wakaf dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila
wakif mempunyai kecakapan untuk melakukan tabarru yaitu kecakapan
melepaskan hak miliknya kepada orang lain. Yang menjadi ukuran seseorang

telah dapat melakukan tabarru, yaitu telah  mempunyai kemampuan

mempertimbangkan ses attj, & dike karrkepadanya dengan baik. Oleh
tflah orang yangm ekap berakal, sehat, baligh, dan

karena itu seorang wakif
AP 1
rasyid atau dewasa-se:r “betul betul memiliki harta

N\

b. Maugif Bih atau benda yang diwakafkan) <\

3
Maugiif l)&

mting dalam perwakafan.

Sebagai objek wakaf, harta afkan tersebut bisa dipandang sah

apabila memenuhi syarat-sy N
1) Harta Wakaf itu me
Harta yang bernilai I, yaitu harta yang memiliki nilai
yang dapat menjamin jika terjadi suatu kerusakan. Hal inilah yang
STHHB AN A S8 A Ron =
praktiknya, harta bisa bernilai jika harta itu dimiliki oleh seseorang, dapat

dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun. Harta itu bisa digunakan

dalam jual beli, pinjam meminjam, serta bisa digunakan sebagai hadiah.

?Husni Mubarok, “Pandangan Figih Dusturiyah Terhadap Wakaf Atas Kekayaan
Intelektual’’.SKRIPSI (Lampung: Fak.Syariah UIN Raden Intan Lampung,2018), h. 50.

**Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama
dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf,
(Jakarta: IIMAN Press, 2004), h.89.
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Jadi, tidak sah mewakafkan ummul walad (budak wanita yang melahirkan
anak tuannya), minuman keras. Untuk itu, yang menjadi objek wakaf
adalah harta yang memiliki harga atau nilai, baik itu berupa harta yang
tidak bergerak atau harta yang bergerak (dapat dipindah-tempatkan).

2) Harta Wakaf itu harus jelas bentuknya (diketahui)
Para fugaha mengharuskan syarat sahnya harta wakaf adalah harta itu
harus diketahui secara pasti dan tidﬁ\l/(V mengandung sengketa. Oleh karena

itu, meskipun w,

gi
=)

/
namun tidak/ﬁii Ukkan hartanya,
L !
ak
\

<4
Demikian j af itu tidak sah ketika w. f\u berkata : aku wakafkan

atakani‘a lr“wailgafkan sebagian dari hartaku,

\(
_l?aptal (tidak sah) wakafnya.
€ 2

i

salah satu\
Vo

3
mana, .\ - S ———
3) Harta Wakaf merupa Wakif

L e\

N
dua rumahku ini, namun tiefditentukan rumah yang
2

Tidak ada perbedaan an fugaha bahwa wakaf tidak sah,

kecuali jika wakaf i rta milik pewakaf sendiri. Sebab,

wakaf adalah satu menyebabkan terbebasnya satu
kepemilikan menjadi harta wakaf. Untuk itu, seorang pewakaf haruslah

SHE Brhotdedie A S S
untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu harta, yaitu dengan
diwakilkannya oleh pemilik harta wakaf atau mendapat wasiat untuk
melakukan itu.

4) Harta Wakaf itu, berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah. Atau,

benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada.
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Para fugaha sepakat bahwa harta wakaf itu berupa benda tidak bergerak.

Tetapi sebagian ulama seperti Imam Syafi’i, Imam Malik, dan Imam

Ahmad menambahkan adanya kebolehan mewakafkan harta wakaf benda

bergerak.

Adapun benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada.
Dijelaskan menurut Imam Ahmad bahwa maksud tradisi dalam masalah wakaf

adalah apa yang secara umum ada dalam setiap waktu dan tempat, berbaur dengan

—)
tradisi baru, dan tidak d} eh& A adam Ellababt. Sedangkan menurut mazhab
/4 *

=

<=2\ e \‘,‘\
Hanafi mendefinis%&g eﬁgi sebagai per n__\;yang banyak dan sering
| ‘ 2,
PN Pay

2 2

dilakukan. Seperti-se : benda yang digunakan anusia pada masa dan
\ A\ -

tempat tertentu, t%bisa diwakafkan Jagi pada '6 dan tempat lainnya jika
Sl S D

manusia atau masyar ti lagi. V=

C. Mauguf ‘alaih (Penerima an wakarf)

Adapun yang dim quf ‘alaih adalah tujuan wakaf

(peruntukkan wakaf). nfaatkan dalam batas-batas yang

sesuai dan diperbolehkan Inya™

1) Untuk kepentingan umum, tempat wakaf digunakan untuk mendirikan masjid,
ST IBAMAKASS AR

2) Untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun

panti asuhan.

**Husni Mubarok, “Pandangan Figih Dusturiyah Terhadap Wakaf Atas Kekayaan
Intelektual’’.SKRIPSI (Lampung: Fak.Syariah UIN Raden Intan Lampung,2018), h.

Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: Ul Press, 1988,
h. 86.
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3) Untuk keperluan anggota keluarga sendiri, walaupun misalnya anggota
keluarga terdiri dari orang-orang yang mampu, namun alangkah baiknya
kalau tujuan wakaf itu diperuntukkan bagi kepentingan umum.

4) Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, Karena pada
dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada
Allah saw. sehingga mauqif" alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak

kebajikan. Dan para fagih sepakat berpendapat bahwa infak kepada kebajikan
—

itulah yang membuat-w.

u ebagai (ib da{yyang mendekatkan diri manusia

% .

gl
akaf)

akaf ini merupakan rukun 6 yang disepakati oleh
DM para'Fugaha menganggap wakaf

belum sempurna dilak

Tentang 5|gl\
jumhur Fuqa\ T

ksud dengan ikrar wakaf (sighat)
adalah kata-kata atau p apkan atau dinyatakan oleh orang
yang berwakaf bahwa d uk kepentingan tertentu. Misalnya:
saya mewakafkan tan [ entingan masjid. Apabila sudah
dilafalkan/diucapkan = seperti itu ~ maka ' tanah tersebut hanya dapat
SEHBANAAASE ARy o
peruntukannya tidak dapat dialihkan lagi.*®
d. Nadzir (Pengelola wakaf)
Pada umumnya di dalam kitab-kitab figh tidak mencantumkan nadzir

wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Namun demikian, dengan memperhatikan

tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran

*®Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta:
Sinar Grafika, Cet. Il, 1996), h. 110.



35

Nadzir sangat diperlukan. Dikarenakan harta secara umum memerlukan pengelola
yang dapat menjaga dan mengurus agar tidak terlantar dan tidak sia-sia (hifdzal-
mal). Begitu juga halnya harta wakaf memerlukan pengelola yang dapat menjaga
dan mengembangkan serta mendistribusikan hasil-hasilnya kepada yang berhak
menerima sesuai dengan tujuan wakaf. Walaupun para mujtahidin tidak
menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf namun para ulama sepakat

bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf (pengawas wakaf) baik nadzir tersebut
—)
\

wakif sendiri (mauquf a} rhe

=3

Orang yang i.jbe
o S N 7
teknis disebut nad ¢ au gayyim atau mutawalli %uudukan pengelola dalam

N\
hal ini adalah se wakil pewakaf yang bertangﬁ\ﬁjawab untuk mengurus

3 L]
harta wakafnya. }Néh

% . _
wenang untuk nTe\it_a'la harta wakaf dalam istilah
2,

.

e aktu Waktu dapat menghentikan

pengelola dan menggantiny: apabila diperlukan. Dalam praktek,

sahabat Umar ibn Khattab tanahnya, beliau sendiri lah yang
bertindak sebagai nadzir Sepeninggalnya pengelola wakaf
diserahkan kepada putrinya ditangani oleh Abdullah ibn Umar,

kemudian keluarga Umar yang lain, dan seterusnya berdasarkan wasiat Umar.®

STIBA MAKASSAR

B. Harta Benda Dan Objek Wakaf dalam Islam

SWahbah al-zuhaili, Al-fikih Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VIII ( Damsyik: al-fikr,
1989), h. 231.

®Muhammad Rawas Qal’ah, Mausu'ah Fikih Umar ibn al-Khattab, (Beirut: Dar al-
Nafais, 1989), h. 878.
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Benda wakaf merupakan harta yang terlepas dari hak milik, juga terlepas
dari milik orang atau badan-badan yang menjadi tujuan wakaf. Hal ini
berlangsung sejak wakaf diikrarkan dan menjadi hak Allah, yang kemanfaatannya
menjadi hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf menjadi amanat
Allah kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya.

Jika seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk pemeliharaan tempat
pendidikan atau tempat pengobatan yang dikelola oleh suatu yayasan, sejak

diikrarkan sebagai harta wakefy tanah tersebut terlepas dari hak milik wakif

ir, yang menerima amanat t \Makaf. Oleh karena itu,
Mnye kan, menyerahkan kepada

orang lain untuk dipelihara bagi hasil atau dengan cara lain

nazhir dapat menggar

yang sekiranya mendatangk tujuan wakaf.

Para ulama figih da bjek wakaf memiliki perbedaan

pendapat sebagai berikut :

dapat dipindah dan diubah, seperti ‘akor dan yang semisalnya. Maka tidak
diperbolehkan mewakafkan manqul dan harta yang bisa dibagi (bukan milik
bersama yang tidak bisa dibagi).”® ‘Akor yang dimaksud disini adalah Sesuatu

yang tidak dapat dipindah dan diubah dari satu tempat ketempat yang lain, seperti

*%Syaikh al-allamah Muhammad ibn Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fikih Empat Mahdzab
(Bandung:Hasyimi,2012).h. 289
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bumi (tanah).®® Sedangkan yang dimaksud dengan manqul adalah sesuatu yang
bisa dipindah dan diubah dari satu tempat ke tempat yang lain, baik tetap dalam
bentuk dan keadaan semula, atau terjadi perubahan pada bentuk dan keadaannya
sebab proses perpindahan dan perubahan, termasuk didalamnya mata uang, harta
perdagangan, berbagai jenis hewan, benda-benda yang dapat ditakar dan
ditimbang.®*

Dalam mazhab Hanafi mengemukakan empat syarat pada barang yang

diwakafkan, yaitu sebagai beri

<>\
an

memabukkan\s\
\ 3
b. Barang yang}h/\%\

maupun jenis barang ya

N\
itab-kitah yang m yesatkan.<<\<
f jelas, balkkejelasan menurut ukuran

pa mempedulikan untuk apa wakaf

itu ditujukan atau difun
c. Barang yang diwaka sepenuhnya milik orang yang
mewakafkan, bukan seb ongsi dengan orang lain.

d. Barang yang diwakafkan boleh dijadikan benda wakaf secara mutlak, selama

f ki dan membaolehkan
S ’S-IimAhMaAlmséﬁaAquor (tanah

dan sejenisnya) saja, adapun benda-benda bergerak (al manqul) yang boleh
diwakafkan hanyalah bersifat pengecualian dari aturan umum. Mazhab hanafi

telah menetapkan cara pelestarian keabadian benda wakaf dengan mengganti

8%\Wahbah az Zuhaily, al Fighu al Islamy wa Adillatuhu, juz 4 (Beirut: Dar al Fikr, 2001),
h. 2881.

$3\Wahbah az Zuhaily, al Fighu al Islamy wa Adillatuhu, juz 4 (Beirut: Dar al Fikr, 2001),
h. 2881.
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benda tersebut, sehingga apabila berlaku kebiasaan wakaf uang, dinar dan dirham
yang mana keduanya tidak mungkin diambil manfaatnya dengan tetapnya
keadaan, maka nilai dari mata uang tersebut dirupakan/dibelikan tanah agar

pemanfaatan benda wakaf tetap.®?

2. Mazhab syafi’i

Dalam madzhab syafi’i menetapkan obyek syarat benda wakaf adalah

harus berupa benda tertentu yang dapat dimitiki dengan kepemilikan yang dapat
- Dy

dipindahkan, dapat dianibil.f atau

>

3 -~
tersebut, sah untuk lisq? kan dan dapat dimanfdatkan.dalam jangka waktu yang
S X
—_ )N

s\“\ \\A
i
"

Maka da atakan bahwa dala mazhabﬁ ‘I mensyaratkan barang
3 & i
yang diwakafkan\a? b jelas, hak milik yang sah dan

us disalurkan pada hal-hal yang

lama.®®

menghasilkan manfaat yan
ditentukan menurut  syar etentuan tersebut, tidak boleh
mewakafkan benda yang , juga tidak mempunyai nilai
kelanggengan, seperti ma wangi-wangian, dan sebagainya.

Sebab, manfaatnya akan hilang ketika barang tersebut digunakan. Termasuk juga

tida\STm diEunIan ijntt mdgdipirbﬁan, seperti
mewakafkan hiBur il iat.

3. Mazhab Maliki

2Muhammad Abu Zahroh, Muhadhorot fi al Wagqfi ,(Cairo: Dar al Fikr al ‘Aroby, 2005),
h. 104.

®%Wahbah az Zuhaily, al Fighu al Islamy wa Adillatuhu, juz10. (Beirut: Dar al Fikr,
2001), h.7602
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Secara umum golongan Malikiyah membolehkan wakaf benda-benda
yang bergerak. Menurut mereka, wakaf itu boleh bersifat sementara dan boleh
bersifat selama lamanya, bahkan menurut ulama Malikiyah, segala sesuatu yang
dapat dimiliki berupa benda, binatang, makanan, atau emas dapat dijadikan wakaf.
Dalam mazhab Maliki memperbolehkan dua jenis wakaf yaitu :

a. Wakaf ‘agor (benda tidak bergerak) maupun al manqul (benda bergerak)

Hal ini sejalan dengan pemikiran mazhab ini yang memperbolehkan membatasi

jangka waktu wakaf (tidaky Rarus sel ya), karenanya tidak ada masalah
_ o \\" ¢ bs ] .
apabila seseorang méwak & bergerak semisal mobil, sepeda
h\‘ <
motor, hewan tepéi% un,benda tersebut tidak bisa

~2
%eﬂh;batasi dan menentukan

Hak atas kepemilikan be rada pada tangan wakif karenanya

mewakafkan manfaat jug misal orang orang yang menyewa
sebidang tanah mewaka faat tanah tersebut sampai batas

waktu habisnya akad sew

wakaf ‘aqor (benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan) al manqul (benda
bergerak seperti pakaian dan kitab) dan a/ Musya’ (harta bersama, baik berupa
“agor maupun mangqul).®*

Adapun kriteria benda wakaf secara umum menurut mazhab Hambali adalah;

®4Syamsuddin al Mugoddasy, as Syarhu al Kabir, juz 6. (Maktabah as Syamilah: vol 02)
.h. 186.
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a. Benda yang sah untuk diperjual belikan, untuk itu tidak sah mewakafkan
anjing, babi, barang yang digadaikan serta hal-hal lain yang tidak sah untuk
diperjual belikan.

b. Benda yang dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama dengan
tetapnya keadaan benda tersebut, karenanya tidak sah mewakafkan sesuatu
yang tidak bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama seperti makanan
dan wangi-wangian.

Berdasarkan beberap Tapat di
bahwa yang diwakafkﬁw% bersif
lama sehingga pem:ifirvﬁ \‘Jigkan sejalan deng\arr dekah jariyah yang pahalanya

bd <4

secara umum mereka menekankan

ls
al \at?u paling tidak dapat bertahan

terus mengalir. W Sun mazhab Syafi’i memb ﬁn wakaf dengan barang

A v

secara umum, bersifaty kekal atau semerﬁ\< Hal ini tampak pada
3 Ap

penetapan wakaf\b? a ejenisnya walaupun kekekalan

fisiknya tidak pasti.

Dalam Undang-Und 2004, harta benda wakaf adalah

harta yang memiliki daya au manfaat jangka panjang serta
memiliki nilai ekonomi ng diwakafkan oleh wakif yang

meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak.®

STIBA MAKASSAR

%Badan Wakaf Indonesia,”’Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”’
Official Website Badan Wakaf Indonesia, https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-
undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf.
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C. Syarat Pelaksanaan Wakaf dalam Islam

Wahbah Az-Zuhaily dalam kitabnya Al-Figh Al-Islam wa Adillatuhu
menjelaskan bahwa menurut para ulama disyaratkan memberikan wakaf berupa
benda dan harus adanya sighat wakaf. Secara rinci, syarat-syarat wakaf yaitu

sebagai berikut:®®

1. Benda yang tahan lama

Menurut jumhur ulama, kecuali M L%’V@h bahwa tidak sah wakaf hanya
< \ ¢ bs> o
untuk sementara wakitu. rena ity wWakaf harus untuk selamanya. Jika
== S~
N / . ~p
seseorang berkata, JAkujwakafkan benda ini k masa satu tahun atau satu
SN <
itu tidak sah (batal) kar %juan disyariatkan wakaf
N\

. Dalam hal ini, galongan Haf h berpandangan bahwa
idak bergerak, yang memberikan

bulan”, wakaf sem
adalah untuk sela

3
benda yang diw;kafk

manfaat untuk selamany: an golongan Malikiyah yang

mensyaratkan atas kelangge n kata lain, mereka membolehkan
wakaf dalam jangka satu t emudian setelah itu, harta wakaf
tersebut dapat dikembalik ang yang mewakafkan. Hal ini

memberikan kekuasaan terhadap manusia untuk berbuat baik.

SJIBRAMAKASSAR

Benda wakaf harus diserahkan secara langsung, tidak boleh ada jatuh
tempo. Karena wakaf merupakan suatu akad yang menetapkan adanya
pemindahan kepemilikan ketika itu maka tidak boleh jatuh tempo akan, seperti

halnya dengan jual beli atau hibah.

%8\Wahbah az Zuhaily, al Fighu al Islamy wa Adillatuhu, juz10. (Beirut: Dar al Fikr,
2001), h.
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3. Adanya ketetapan (pernyataan)
Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak sah wakaf yang di ta 'lig-kan, baik
dengan syarat khiyar maupun khiyar syarat, seperti seseorang yang mau
mewakafkan sesuatu, tetapi dengan syarat harta tersebut sewaktu-waktu dapat

diambil kembali oleh pemiliknya.

4. Tidak disertai dengan

Ulama Hanaflyah

a. Syarat bathil /

yaitu syarat ya ertentangan dengan tulua %caf seperti syarat akan

ketetapan ben

ada pemlrknya (pewakafnya) \
A} AR
b. Syarat fasid -

e, o =
. 4

yaitu menghilangkan ma

t harta yang diwakafkan tersebut.

Seperti memasyarakatka r menga hasil dari wakaf itu untuk orang-

orang tertentu, walaupu pewakaf but bermaksud sebagai motivasi
kepada yang lainnya untu wakaf.

c. Syarat yang dibenarkan
STIEQ tidakrme‘gh'!'anI tuju h[&ikﬁakaf, dan
ik A@r t e {ASS t.

5. Pernyataan si pewakaf (menurut Syafi’iyah)
Apabila si pewakaf tidak menyebutkan untuk apa wakaf itu dipergunakan
seperti, “Saya wakafkan benda ini”, menurut Syafi“iyah tidak sah wakafnya
karena tidak menjelaskan benda wakaf yang dipergunakan. Dalam hal ini, jumhur

ulama tidak mensyaratkan adanya penyebutan penggunaan harta wakaf tersebut.
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Golongan Malikiyah mengatakan bahwa dalam wakaf tidak mensyaratkan
penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Oleh karena itu, si pewakaf
dibolehkan hanya berkata “Saya wakafkan harta ini hanya karena Allah swt”,
tanpa menyebutkan fungsi dari wakaf tersebut.

Dalam pelaksanaan wakaf, para fugaha sepakat bahwa orang yang
berwakaf, ketika mewakafkan hartanya harus membuat pernyataan yang disebut
lafazh shighat. Lafadz shighat ada yang sharih (jelas) dan ada yang ghair sharih
(tidak jelas). Lafaz sharih ialah, lafazh y
yang merujuk pada artvialﬁ‘} k‘ecara te
lafadz yang muhtar;él}?ﬂ éng mengandung

)
4
kata “aku sedekah \Menurut mazhab Syafi“i

di dalamnya terkandung kata-kata

tasi lebih dari satu, misalnya

mvakaf tidak sah kecuali

dengan lafaz, bai

3
miskin”. Lafadz My

N\
z sharih atau kinayah seperti

ak({sedekahkan untuk fakir

njukkan keabsahan suatu wakaf

meskipun yang digunakan k rena telah disandarkan pada suatu

garinah yang menunjukkan akaf.®’

STIBA MAKASSAR

*"Helma Fitriana Putri, ’Analisis Hukum Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek
Wakaf’, Skripsi ( Medan: Fak, Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,2019). h. 35.
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KONSEP SAHAM HAKI

A. Konsep Saham

1. Definisi Saham
Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan dimana pemiliknya juga

disebut sebagai pemegang saham (shareholder atau stockholder), bukti bahwa

seseorang atau suatu pih@ t dian gE sqbagal pemegang saham adalah
apabila mereka su J ebagal pemeg Wm dalam buku yang disebut
Daftar Pemegang (DPS) % Surat-surat i -'(ig{at dibeli oleh siapapun

dengan membeli Ryini aI 1 lot atau 100 lembar. Mi kita membeli saham di

perusahaan Unils\\e?> Perusal‘kan yang bergerak

konsumsi, seperti pepsodent tove dan lain-1ain) berarti kita menjadi bagian dari

ihidang distribusi barang

kepemilikan atas perusaha milikan itu meliputi segala aset

perusahaan, dimulai dari mc ang dihasilkan, hingga utang yang
dimiliki perusahaan itu.
bentuk

Saham syariah adalah sua egiatan investasi yang memiliki konsep

penyertaan modal kepada perusahaan tertentu dengan hak bagi hasil usaha. Di
SEHB A AA ARCASE AR
melanggar prinsip syariah. Sahamnya itu sendiri merupakan surat berharga bukti
penyertaan modal dari investor kepada perusahaan yang kemudian investor akan
mendapatkan bagi hasil berupa deviden, konsep penyertaan modal dengan hak
bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah.”

®8M. Samsul, Pasar Modal dan Manajemen Portofolio (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 45.

®Dini selasi, “Ekonomi Islam Halal dan Haramnya Berinvestasi dengan Saham Syariah”,
Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis 1, no.2 (2018) : h.90.
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2. Perbedaan Konsep Saham Syariah dan Saham Konvensional
Ada beberapa perbandingan antara saham Syariah dan saham
konvensional yakni saham syariah seringkali dianggap tidak liquid karena adanya
batas periode kontrak yang mengikat. Sedangkan saham konvensional lebih liquid
dan atraktif karena dapat dijual kapan saja. Saham dapat diperdagangkan kapan

saja di pasar sekunder tanpa memerlukan persetujuan dari perusahaan yang

saham akan masuk dalamﬁgorl syariah jika telah
NG
memenubhi syarat%ra?r y@outus DSN-MUI yang ditindak

lanjuti dengan keputusan k . Fatwa Dewan Syari‘ah Nasional

Majelis Ulama Indonesia /2003, tentang Pasar Modal dan

Pedoman Umum Penerapa di Bidang Pasar Modal. Pasal 3
Keputusan DSN-MUI No. 4 3 adalah sebagai berikut:™

a. Jenis wusaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara

ST mKan ” Ez'ten !rat:I iuihas S ik !gaH:nerbltkan

Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:

Choirunnisak, “Saham Syariah; Teori dan Implementasi”, Islamic Banking 4, no. 2
(2019). h. 73.

"Syafiq M. Hanafi, “Perbandingan Kriteria Syariah pada Indeks Saham Syariah
Indonesia, Malaysia dan Dow Jones” Asy-Syir’ah 48, no. 2 (2011): h. 4.
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1) perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang
dilarang.

2) lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan
asuransi konvensional.

3) produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.

4) produsen, distributor, atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang
merusak moral dan bersifat mudarat.

5) melakukan investasi p

tingkat (nisbah)

h

dominan dar'/hgo
~2

= 2,
<4

aan Publik yang bermaks ﬁenerbitkan Efek Syariah

N

wajib untuk datangani dan memenuhi ﬁiuan akad yang sesuai
\)3 A Y A

dengan syariai%tafs e@arkan 2

d. Emiten atau Perusaha enerbitkan Efek Syariah wajib

menjamin bahwa kegiat nuhi Prinsip-prinsip Syariah dan
memiliki Syariah Compli
Mekanisme transaks ah dilakukan sesuai dengan fatwa

DSN-MUI nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman

Umrs griaipmzll asar Medakytelah disebutkan pada
transaksi r:lpt 0 nsaksi r spekulasi dan

manipulasi yang didalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maysir,
risywah, maksiat dan kezaliman, diantaranya yaitu seperti melakukan penawaran
palsu, transaksi yang memanfaatkan orang dalam (insider trading), menjual
saham yang belum dimiliki dan membelinya belakangan (short selling).” BEI

(Bursa Efek Indonesia) memiliki dua indeks syariah yaitu:

?Khaerul Umam, Pasar Modal Syariah & Praktek Pasar Modal Syariah (Bandung:
Pustaka Setia) .h. 128.
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a. ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia)
ISSI adalah indeks yang memperhitungkan kinerja keseluruh saham
syariah yang tercatat di DES. Indeks ini dikeluarkan oleh Bapepam dan LK.
ISSI diluncurkan pada 12 Mei 2011, adalah indeks komposit saham syariah

yang tercatat di BEI. Anggota ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat

di BEI dan masuk ke daIQ aftar E

\u

%yariah yang diterbitkan oleh OJK.
Konstituen  ISSI dlsék\
November, menq[kv\t 2

ng dua™

e

i~dalam setahun, setiap Mei dan
4 o
al review DES.

(Ut BEI, metode perhitungan

&\l lainnya, yaitu rata-rata

ISSI mengikuti de perhitungan indeks saha:
N\
tertimbang d pitalisasi g pasar dgngan me@akan Desember 2007
N \B
sebagai tahun."™ = — <

b. JIl (Jakarta Islamic Index

Jakarta Islamic In an salah satu indeks yang ada di
Bursa Efek Indonesia (B luncurkan pada 3 juli 2000 ini
ditunjukkan untuk mengako or yang ingin berinvestasi di pasar

modal pada saham yang sesuai dengan syariah. Penerbitan efek syariah telah

dia arapan Dewap S signa atur. pepam-LK

SﬁMnMAJﬁASSAR@mngM
JII, dilakukan proses seleksi berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang
dikeluarkan oleh Bapepam —LK. JII terdiri dari 30 saham perusahaan yang
dianggap memenuhi syarat dan lolos proses seleksi. JII menjadi jawaban atas

keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Dengan kata lain, JII

menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah

3Sitti Aisiyah Suciningtias dan Rizki Khoiroh. “ Analisis Dampak Variabel Makro
Ekonomi Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)”, UNISSULA 2, no.1 (2015): h. 400.
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tanpa takut bercampur dengan dana ribawi. Dapat dikatakan bahwa JII merupakan
indeks turunan dari IHSG karena saham perusahaan yang termasuk dalam JiI
termasuk juga dalam IHSG.™
Secara umum, perusahaan yang akan menerbitkan efek syariah harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut :"
a. Memuat ketentuan bahwa kegiatan usaha serta secara pengelolaan usaha
dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah di pasar modal dalam anggaran

dasarnya.

b. Semua jenis usaha
produk dan Jasan/éil
c. Emiten dan peru
yang mengertl\
tidak bertentarhr?
Saham- saham yan ria indeks saham syariah adalah
perusahaan yang kegiatan u tangan dengan syariat seperti:"®
a. Usaha perjudian dan pe long judi atau perdagangan yang
dilarang oleh syariah

b. Usaha lembaga keuangan konvensional termasuk perbankan dan asuransi yang

STIMBAKAKASSAR e

dan minuman yang tergolong haram berdasarkan hukum Islam.

"Ulfi Kartika Oktaviana dan Nani Wahyuni, “Pengaruh Perubahan Komposisi Jakarta
Islamic Index Terhadap Return Saham”, el-Qudwah 1, no. 5. (2011): h. 2.

Andi Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ( Jakarta: Kencana, 2009), h.
139-140.

"®Choirunnisak, “Saham Syariah; Teori dan Implementasi”, Islamic Banking 4, no. 2
(2019). h. 78.
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d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, atau menyediakan barang-barang

ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat merugikan.

B. Konsep Saham HAKI

1. Definisi HAKI
Kekayaan Intelektual (K1) merupakan hasil pemikiran berupa ide atau

gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu

pengetahuan sastra dan se in, sim g|7atau tanda tertentu, kreasi tata letak

komponen semikon \O}ﬁn varietas hasik.pemuliaan. Ekspresi tersebut

akan menjadi suatj @Uk hukum dan ‘meleka ';p di suatu Hak Kekayaan

Intelektual, Intell u Property Rights (IPR) Jlks%roses melalui prosedur dan

ketentuan yang t\u SehlngL :t.ljlkatakan @/a HAKI adalah produk

hukum berupa hak yang ti ntelektual yang dihasilkan. Hasil

HAKI tersebut kemudian dunia perdagangan sehingga

menghasilkan nilai ekonomi ipta kreasi tersebut.”’

Dalam istilah HAKI te enting yang tidak dapat dipisahkan

satu dengan yang lainnya ha an sebagai berikut:

a. Unsur Hak
STIBANMAKCASSAR
yang mempunya hasil karya eksklusif, hasil karya yang dihasilkan haruslah
baru, bernilai ekonomis, dan dapat diterapkan.

b. Unsur Kekayaan
Unsur kekayaan pada HAKI mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai

uang, dapat dimiliki dengan hak yang absolut dan dapat dialihkan secara

""Mujiono dan Ferianto, Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual
(Yogyakarta: Sentra HKI UNY, 2017), h.1.
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komersial, menurut ilmu pengetahuan hukum benda merupakan bagian dari
hukum harta kekayaan yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak
dan kewajiban manusia yang bernilai uang.

. Unsur Intelektual
Intelektual adalah cerdas, orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu
pengetahuan, seorang intelektual adalah orang yang memiliki kecerdasan tinggi
dan memiliki sikap hidup yang terus menerus meningkatkan kemampuan

mahami sesuatu.’

berpikirnya untuk dapat mgxg&%ahm at

/Y
2. Fungmdan/ﬁgj HAKI cCn

: <4

ah fungsi dan tujuan uta afi diciptakan nya HAKI,
N\

2
23 (W
h ipta yang-dipunyai perorangan atau

a. Sebagai perlinknﬁ
kelompok atas upaya ker atan karya dengan nilai ekonomis

Berikut ini

antara lain:" \

yang terkandung di dala

b. Mengantisipasi dan juga cegah te ya pelanggaran atas HAKI milik
orang lain.

c. Kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual, karena

S LIBAMARASSARL. ..

pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri
maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang

positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang HKI.

8|lswi Haryani, Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
2010), h.18.

"Klinik Konsultasi HKI, Panduan Pengenalan HKI (Jakarta: Departemen Perindustrian),
h.2.
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e. Bagi investor, dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun
kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang
pihak lain.

f. Bagi Pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HKI di
tingkat WTO. Selain itu adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari
pendaftaran HKI.

g. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya

tanpa gangguan dari pihak laiR.

< l.l,
e ey

‘memberikan izin atau lisen eﬁda pihak lain.
\

<\<
L ’ 5
= =<

Secara umum sifat an Intelektual dibagi menjadi dua

yaitu sebagai berikut:*

a. Mempunyai jangka wakt
Apabila telah habis ma ciptaan atau penemuan tersebut

akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa

, STABA.MAKASSAR

HAKI yang bersifat eksklusif dan mutlak ini maksudnya hak tersebut dapat
dipertahankan terhadap siapapun, pemilik hak dapat menuntut terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, pemilik atau pemegang HAKI

mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemegang atau pemilik hak dapat

8Fachruddin Razi, “Jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang Diakui dan
Dilindungi di Indonesia”, h.12.
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mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya

untuk membuat ciptaan atau temuan.

4. Jenis-Jenis HAKI
Secara garis besar Hak Atas kekayaan intelektual terbagi menjadi dua
jenis, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Berikut penjelasan detailnya :

a. Hak Cipta

1) Pengertian Hak Cipta
K '\3‘31
g me

Hak Cipta adaldh\hd
) 3
pengetahuan, seni dl%s a yang dituangkan dalam_bentuk yang khas dan telah
~2

dituangkan dalam ud tetap, atau dengan kat

pta ataug penerima hak n@tl\ﬁ mengumumkan  atau
a@tuk itui“dengan tidak mengurangi

pembatasan-pembatasan me undang-undangan yang berlaku.®

eksklusif  bagi

3
memperbanyak c%taﬁ

2) Perlindungan Hak Ci
Perlindungan terhad bul secara otomatis sejak ciptaan
itu diwujudkan dalam bent an ciptaan tidak merupakan suatu

kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun

pe a a ijad g i a engadilan
apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan

hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus

memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai

8 Mujiono dan Ferianto, Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual
(Yogyakarta: Sentra HKI UNY, 2017), h.6.
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ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian, sehingga
ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.®

3) Dasar Perlindungan Hak Cipta

Undang-undang Hak Cipta (UUHC) pertama kali diatur dalam undang-undang
No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian diubah dengan undang-undang
No.7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan undang-undang No.12
Tahun 1997. Di tahun 2002, UUHC kembali mengalami perubahan dan diatur
dalam Undang-undang No.lgﬁhun 20 2-f7v§eberapa peraturan pelaksanaan di

{ >
bidang hak cipta adalah &ebagai berikut:® s
h\ /
a) Peraturan Pemq‘«mt RI No. 14 Tahun 1986 -J6, Peraturan Pemerintah RI
Sede

\ — v
b) Peraturan P igtah RI Nﬁ.l Tahup 1989 tenﬁPenerjemahan dan atau
Perbanyak (ﬁ) @Pend ikan, llmu Pengetahuan,

Penelitian dan Pengemb

¢) Keputusan Presiden RI )88 tentang Persetujuan Mengenai

Perlindungan Hukum k Terhadap Hak Cipta atas Karya
Rekaman Suara antars k Indonesia dengan Masyarakat

Eropa.

jI: Aa u ravTi iK Te ak Cipta

antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat.

82 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia R.1, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Tangerang:2013),h.2.

8Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia R.1, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Tangerang:2013),h.4.
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Keputusan Presiden Rl No0.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan
Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta
antara Republik Indonesia dengan Australia.

Keputusan Presiden Rl No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan
Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta
antara Republik Indonesia dengan Inggris.

Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne

rary and Artistic Works.

>

997 tentang Pengesahan WIPO
\(

[y
Rl No.74 Tahun 200 ‘ﬁgng Pengesahan WIPO

N
Performances\ Phonogram Treaty,(WPPT); 6\4

‘3 Ay
Peraturan Mé\t&' @I-HC. 3.01 Tahun 1987 tentang

Pendaftaran Ciptaan.

an RI N

Keputusan Menteri Ke 04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang
Penyidikan Hak Cipta.
Surat Edaran Menteri akiman \Jo.M.01.PW.07.03 Tahun 1990

tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta.

m) Sr IE nteri hakim Q&SS:A ahun 1991
:l; n n d h ndaftaran

b.

Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.
Hak Kekayaan Industri

Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari

berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam
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lingkungan industri.** Hak Kekayaan Industri terbagi dalam beberapa jenis
perlindungan diantaranya sebagai berikut :
1) Paten
a) Pengertian
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor
atas hasil invensinya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu

melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk

melaksanakannya. Invensi ad:
la

kegiatan pemecahan ma
=)

ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu

>

produk atau proses, Af@
~2

Inventor adalah se

N\

bersama-sama nakan iTe yang dituangkaV'\e< dalam kegiatan yang
3 A WA

menghasilkan invehst. _"" <

b) Dasar perlindungan Pate
Peraturan perundang-un atur tentang paten adalah sebagai
berikut:®

(1) Undang-undang No.14 Tahu
(2) Undang-undang NO.7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the

Smgxarginiziﬂoa ( (j&rngtf&kROrganisasi
P umia).

8Trias, “Defenisi dan Panduan Lengkap Tentang HAKI”,Izin.co.id, https://izin-co-
id.cdn.ampproject.org/v/s/izin.co,id/indonesia (24 juni 2021)

®Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia R.1, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Tangerang:2013),h.19.

®Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia R.1, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Tangerang:2013),h.21.
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(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)
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Keputusan presiden No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris
Convention for the protection of Industrial Property.

Peraturan Pemerintah NO.34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemerintah
Paten.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan isi Surat
Paten.

Keputusan Menkeh No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten

Sederhana.
<

Keputusan M 027HG:01210 Tahun 1991 tentan

p eﬁ:\ 014C g
Penyelengga/éam P ._\" .

72

Keputusan keh No. N.04-HC.02.10 T A1991 tentang Persyaratan,
Jangka W, an Tata Gara Pembayaran Blﬁ ten.
Keputusam Tah 991 tentang Pelaksanaan

Pengajuan Perminta
Keputusan Menkeh Tahun 1991 tentang Bentuk dan
Syarat Syarat Permin ubstantif Paten.
Keputusan Menkeh 0 Tahun 1991 tentang Pencatatan

dan Permintaan Salinan Dokumen Paten.

STIBAMAKASSAR™™

13)

Keputusan Menkeh No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Tata Cara

Pengajuan Permintaan Banding Paten.
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2) Merek
a) Pengertian

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001, Merek adalah suatu tanda yang
berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan
dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.®’

b) Fungsi merek

1)

()

(3) Jaminan atas mutu b
(4) Penunjuk asal baran
c¢) Dasar perlindungan Mere
Undang-undang No. IS T Merek (UUM). %

3) Desain Industri

"STIRAMAISASSAR arvss

garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang

berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat

8 Mujiono dan Ferianto, Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual
(YYogyakarta: Sentra HKI UNY, 2017), h.38.

®Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia R.1, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Tangeran:2013),h.36.

®Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia R.1, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Tangeran:2013),h.37.
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diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk
menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
Jadi kata kunci yang membatasi suatu karya masuk ke dalam ranah desain industri
adalah kreasi dalam bentuk unsur yang disebutkan dalam definisi di atas ditujukan
semata mata dalam penampilan fisik suatu produk dan memberikan kesan statis.*
b) Dasar perlindungan desain industri

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang

desain Industri yang lai berl

ejak 20 Desember 2000.
(2) Peraturan Pem publi

Pelaksanalhg
s

4) Desain tats\ sirkuit terpadu (
Sirkuit Ter a d@m bentek jadi atau setengah jadi,

yang di dalamnya terdapat dan sekurang-kurangnya satu dari

negi& Nomor 1 tahun 2005 tentang
\ P

ang undang Republ' m\agnesia Nomor 31 Tahun

elemen tersebut adalah el aktif, sebagian atau seluruhnya saling

berkaitan serta dibentuk se terpadu lam sebuah bahan semikonduktor
yang dimaksudkan untuk m i lektronik.

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi

STLEAMARASSAR

dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan

Sirkuit Terpadu.

**Mujiono dan Ferianto, Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual
(YYogyakarta: Sentra HKI UNY, 2017), h.33.

*'Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia R.1, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Tangeran:2013),h.52.
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Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang
diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya,
untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. %

5) Rahasia Dagang
a) Pengertian rahasia dagang
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di

bidang teknologi dan bisnis mpunyai-nitai ekonomi karena berguna dalam

3
b) Dasar perlindunyan

N\
nomi dantidak diketahui oleﬁyarakat umum.
hM >

Perlindungan atas ra dalam Undang-undang Nomor 30

Tahun 2000 tentang Rahasi dan mulai berlaku sejak tanggal 20
Desember 2000.
6) Perlindungan V

Varietas tanaman 'dapat dihasilkan dan dikembangkan dari kegiatan

pers dviﬁerélang , rekayasa ms}x]g: Varietas
tan I]T i dMA&lj geneti t dHli gi dengan
PVT, namun tidak menutup kemungkinan proses atau metode yang telah

dilakukan dapat juga dilindungi melalui permohonan paten sepanjang syarat-

%Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia R.1, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Tangeran:2013),h.58.

% Mujiono dan Ferianto, Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual
(Yogyakarta: Sentra HKI UNY, 2017), h.55.
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syarat patennya juga terpenuhi. Bahkan rezim HKI lain seperti rahasia dagang
bisa menjadi alternatif pilihan jika metode yang ditemukan untuk menghasilkan
varietas baru benar-benar memiliki nilai ekonomi yang tinggi, bersifat rahasia dan
belum pernah dilakukan sebelumnya.

PVT dengan segala hak dan kewajibannya merupakan alternatif bagi
pemulia atau penghasil varietas untuk dapat memanfaatkan hasil pemuliaannya

secara komersial. Secara hukum, apabila suatu varietas baru dilindungi dengan

empunyai kekuatan hukum untuk
¢ s c

mengizinkan atau melar: ngglinaan varietas yang dilindungi

PVT. Sedangkan rbatas pada kegiatan untuk
mendaftarkan varie %’4& eksklusif atas varietas
tersebut. -

3
Pelepasan\/ir' a

unggul dan aman untuk dip

n jika terjadi pelanggaran terhadap
varietas yang didaftarkan d , secara hukum tidak mempunyai
kekuatan hukum yang kuat bandingkan dengan varietas yang
dimohonkan hak PVT. Ja k PVT, pendaftaran varietas dan

pelepasan varietas merupakan ketiga hal yang memiliki pemahaman dan implikasi

"STIBA MAKASSAR. ...

Pendaftaran Varietas Tanaman adalah:®
a) UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT.
b) UU No. 12 Tahun 1992 tentang Pelepasan Varietas.

*Mujiono dan Ferianto, Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual
(YYogyakarta: Sentra HKI UNY, 2017), h.46.

®*Mujiono dan Ferianto, Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual
(YYogyakarta: Sentra HKI UNY, 2017), h.49.
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c) PP No. 13/2004 tentang Penamaan Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal
untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial.
d) PP No. 14/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan PVT dan
Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah.
e) PP No. 48/2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian.

f) Permentan No. 1 Tahun 2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara

Pendaftaran Varietas Tana
o
g) Permentan No. 34/ &% ten Met@de Seleksi dalam Pembuatan

\p

Varietas Turunal?
~2

ial P2
<4
h) Permentan No. ' Tahun 2013 tentang Syar%}als Tata Cara Permohonan
N\

PVT. <\<
TMyarat n Tata Cara Pendaftaran

j) Permentan No. 6504 Ta

i) Permentan NX T
Konsultan PV/T.

usunan Organisasi dan Tata
Kerja Komisi PVT.
k) Permentan No. 6505 Ta usunan Organisasi dan Tata

Kerja Komisi Banding PVT.

Ok B A ICASSAR

Adapun hukum yang mengatur tentang benda atau harta, atau hak
individu terhadap benda disebut sebagai Hukum Harta Kekayaan. Hukum harta
kekayaan adalah suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum

yang menyangkut hak dan kewajiban yang mempengaruhi nilai uang.*® Barang

®Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika,
2002).h.13.
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yang bergerak karena sifatnya adalah barang yang bisa berpindah sendiri ataupun
dipindahkan, dan terdapat juga barang bergerak yang ditentukan oleh undang-
undang. Dalam hal ini HAKI dimasukan kedalam teori nomor dua. HAKI
merupakan benda immateril yang berupa benda bergerak karena ditentukan oleh
undang-undang.

Penggolongan hak tersebut ke dalam hukum benda karena memiliki hak-

hak kebendaan dan dapat dimiliki secara mutlak (absolut). Indikatornya adalah

HAKI dapat diperalihkan kep

TN

dengan cara transaksi seperti jual beli,

¢ ¢>
pewarisan, dialihkan seSuai n car a(ng dibenarkan oleh perundang-
h\‘ \\(
undangan. Perlindun/g@n kum terhadap hasil ifitelektualitas manusia seperti di
~2

N .
engetahuan, seni, sastra, d

N
ptaan dari karyarkarya tef membutuhkan suatu
a@ahka biaya yang tidak sedikit.

Pengorbanan demikian tent arya yang dihasilkan memiliki nilai

bidang teknologi, i
dengan serius.

3
pengorbanan bermsa>

yang patut dihargai. Ditamb anya manfaat yang dapat dinikmati

yang dari sudut ekonomi K dihasilkan tentunya memiliki nilai
ekonomi yang tinggi.”’

Waka Hak cipta atau kreasi karya intelektual manusia, merupakan hal

barS‘T}_IBméﬁan nEsh iukésnx msgikgari[{t al-Qur’an
ma its<Secara |jtihadi asarka :

1 Urf (suatu kebiasaan atau dapat yang berlaku umum dalam suatu
masyarakat). Adat yang telah berjalan dan berlaku umum dapat dijadikan
dasar hukum, sebagaimana dalam kaidah hukum Islam “Adat Kebiasaan itu

dapat ditetapkan sebagai hukum”.

'Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis ( Jakarta: Rineka Cipta,
2003).h.67.
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2 Maslahah Mursalah adalah sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak
ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil
tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, tetapi masalah itu
secara substansial sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk umum
syariat atau ruh syariah maupun magqasid syari’ah.”

Hukum Islam bersumber utama pada Al-Quran yang menegaskan bahwa

nabi Muhammad saw. diberi kewenangan untuk menjelaskan hukum-hukum yang

emberikan ketentuan hukum baru.
¢ 23 c

ada dalam al-Quran dan dala eberapa

Dengan demikian, Sunnb}@é akan er. kedua hukum Islam setelah al-
\»

Quran. Sunnah merﬁb%

n kesempatan kepad& mat. Islam untuk menemukan
\um yang tidak dlsebutka%}wﬁm al-Quran dan sunnah

N
Hukume-hukum yijtihad bﬁ\ber pada giyas dan
a@n masyarakat. Maka dari itu

yang tidak bertentangan dengan

ketentuan-ketentua
dengan jalan ij

pertimbangan ke 3

berlakunya urf dan masla
ketentuan al-Quran dan sun dalam hukum syariat Islam.
Islam sebagai siste a) pada satu sisi merupakan norma
yang sangat personal. Adap suatu sistem merupakan kegiatan-
kegiatan dan transaksi yang bersifat -profite-motife, keinginan untuk mendapatkan

u jika melihat pada k ng dit kan dalam
IslaSr’gnl1 IBM MA»IKZAs:SQAQ ama) tapi
Islam merupakan suatu sumber ajaran dari tatanan ekonomi. Ajaran tersebut

dijelaskan secara tersurat dan tersirat.

®Bella putri Afandi, “Analisis Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf Dalam
Upaya meningkatkan Perekonomian di Indonesia”, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Brawijaya).h.5.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Wakaf Saham HAKI di Indonesia

Berdasarkan pembahasan di bab 2 dapat dipahami bahwa praktik wakaf di

sunnahkan. pada masa Rasulullah, dan sahabat Sudah menjadi suatu kebiasaan

—
. W\\ . . i
bagi setiap sahabat yan -m!;v%\p kem pﬁan.cBahkan tidak tersisa harta para
\ % . % b
sahabat karena senar}g@%d;:i v
S ¥
n
o\

"

= 2,

ar dalam mew. rhartanya. Hingga kini wakaf
menjadi salah satu ani iliki kelebihan harta.

bagi kaum muslimin yafig

Salah sat i pembaharuan hukum wak lah lahirnya peraturan

2
wakaf yang dikef%a?> pemerbtah daIJm bentuk: &ang-Undang Nomor 41
2

Tahun 2004 tentang Wakaf. isinya adalah daya jangkau harta

benda wakaf lebih luas. D ang ini, harta benda wakaf selain

berupa benda tidak bergerak pada benda bergerak, salah satunya
adalah Hak Atas Kekayaan |

Dinamika praktik wakaf di Indonesia, baik dari sisi tekstual maupun
kontekstual, tidak lepas dari dinamika Islam maupun dinamika konteks yang
oo 4B e oA Ay B oo
kebutuhan ibadah dan dakwah sehingga kegiatan wakaf yang ada terbatas dan
hanya diorientasikan untuk kegiatan keagamaan saja, seperti pembangunan
masjid, musholla, madrasah, perkuburan dan sarana ibadah lainnya. Di Indonesia

sendiri, wakaf telah dikenal dan dipraktikkan oleh umat Islam sejak agama Islam

masuk Indonesia (Nusantara) pada abad 15.% Pemahaman masyarakat tentang

%Muhazir, “Aspek Hukum Wakaf Dalam Kajian hadis Ahkam ( Melacak Akar Sejarah
Hukum Wakaf dan Penerapan di Indonesia) “ Jurnal Syariah dan Hukum 2, no.2 (2020): h. 15.
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hukum wakaf, pada umumnya masih banyak yang beranggapan bahwa wakaf
hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah khusus saja, seperti untuk masjid,
pemakaman, panti asuhan, dan lain-lain. Selain itu pemahaman masyarakat
tentang objek wakaf hanya sebatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan
bangunan.

Peranan wakaf bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi sesungguhnya

dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, apabila wakaf

dikelola dengan baik. Sebagai suatu lem
-&\& > o

satu penunjang perke syara am\v ’Hampir setiap rumah ibadah,

N
ak bergegak yang berupa tanﬁn bangunan saja, wakaf
er rat-surat berharga, kendaraan dan

benda bergerak lain yang se an syariah.

Islam, wakaf telah menjadi salah

perguruan Islam da
~2

wakaf. Terlebih lagi,

hanya berupa be

3
juga bisa berupa bend:

Wakaf di Indonesia annya telah mengalami perubahan

yaitu sejak adanya Undan 41 tahun 2004 Tentang Wakaf
berdasarkan ketentuan pasal g-Undang wakaf disebutkan harta
benda wakaf terdiri dari benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak
selanj yat (2) dijelagkan,beréajtidak b adala atas tanah
sesTS:I:IMeMMQA&SSARbMK yang
sudah maupun yang belum terdaftar. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri
diatas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16 ayat (3) menjelaskan tentang benda

tidak bergerak yaitu harta yang tidak habis, padahal wakaf juga bisa berupa benda
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bergerak antara lain uang, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan
intelektual (HAKI) dan hak sewa.*®

Perubahan pola pengelolaan wakaf di Indonesia terjadi sejak
diundangkannya UU Wakaf. Beberapa perubahan yang cukup berarti dilakukan
dalam rangka pengembangan wakaf ke arah yang lebih produktif, sehingga wakaf
dilakukan dan dikelola dengan profesional dan secara administratif tertata dengan

baik. Diantaranya adalah perluasan terhadap obyek wakaf yang semula hanya

- )

terbatas pada benda tidak be\‘rg ak berupa-tanah dan bangunan, menjadi benda

Kekayaan Intelektua/%wE ), hak sewa dan bend&bergerak lainnya.
~2
aﬁw\lslam untuk turut serta
N
npa harug menunggu untukﬁat memiliki tanah atau
W

3
bangunan dalam}e a i iU akaf ini adalah adanya

wakaf dengan jangka wakt entara (mu’aqqat) dalam bentuk

wakaf uang/tunai, yang me berbeda dari persepsi pemahaman
wakaf pada umumnya sebag peraturan-peraturan sebelum UU
Wakaf yaitu bahwa wakaf h ya (muabbad).

Perkembangannya berdasarkan Undang-Undang Wakaf, maka Hak Atas
Ke lektual (HAKI) dapat dijadikan, se —obj f. Adanya
perm«AenMgAI{AS:S Hak Atas
Kekayaan Intelektual (HAKI) menyebabkan wakaf Hak Atas Kekayaan
IntelektuaL. (HAKI) tersebut dapat digolongkan ke dalam ketentuan wakaf dengan
jangka waktu tertentu. Hal ini karena perlindungan Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI) memiliki batas waktu sesuai dengan Undang-Undang yang

menyatakan jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) misalnya Hak

10pyii Sulistyaningsi, dkk., “Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek
wakaf”, JIPRO 2, no. 2 (2019): h. 15.
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Cipta, Paten, Merek, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas bahwa sebenarnya semua jenis Hak
Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat beralih dan dialihkan melalui wakaf. Hal
ini dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Rahasia Dagang
No 30 Tahun 2000 ; Pasal 23 ayat (1) huruf e Undang-Undang Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu No 32 Tahun 2000 ; Pasal 40 ayat (1) huruf e Undang-Undang

berupa tanah maupun rsebut didasarkan pada harus

memenuhinya aspek kekeka am yang tidak dapat dimanfaatkan
secara langsung. Wakaf sah ubstansi sebenarnya sama dengan
wakaf uang, dikarenakan in nakan keduanya sama-sama uang.

Namun secara iebih spesifik dalam wakaf saham, sumber uang adalah berasal dari

pen Termasuk dalam pengertian pan surat t berharga.

ST(IZBAMMAMS‘S\AKW% Efek
Indonesia (BEI) yaitu model pertama adalah wakaf yang bersumber dari
keuntungan investor saham dan model kedua adalah wakaf yang menjadikan
saham syariah sebagai objek wakaf. Dalam model wakaf saham pertama, sumber

wakaf berasal dari persentase keuntungan investor saham. Keuntungan tersebut

secara langsung dipotong dari margin penjualan saham. Pengelolaan keuntungan

0%pyji Sulistyaningsi, dkk., “Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek
wakaf”, JIPRO 2, no. 2 (2019): h.18,
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tersebut melibatkan institusi anggota bursa yang memiliki Syariah Online Trading
System (SOTS). Kemudian persentase keuntungan yang disisinkan sebagai wakaf
akan diserahkan kepada lembaga pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan
kesepakatan antara wakif, anggota bursa dan nadzir. Nantinya lembaga pengelola
wakaf yang ditunjuk tersebut akan mengkonversi keuntungan tersebut menjadi
aset produktif atau menjadi aset sosial secara langsung sesuai dengan program

yang dimiliki seperti pembangunan masjid, sekolah dan lain sebagainya. Berikut

N
Mekanismenya adalah sa aﬂ\<syariah yang hendak

diwakafkan kemutliandi baga'pengelola investasi untuk

kemudian dikelola. Pengel ah yang dilakukan oleh lembaga

pengelola investasi akan ntungan. Kemudian keuntungan
tersebut akan diserahkan gelola investasi kepada lembaga
pengelola wakaf (nadzir). a pengelola wakaf mengkonversi
keuntungan yang diberikan tersebut kepada aset produktif maupun aset fisik yang
me i t sgcara sosial. Hal yi erlu di i bahw. am syariah
yarS:IZIZBAaKMAI%SSA f maupun
lembaga pengelola investasi tanpa seizin pemberi wakaf.'*

1%21ndah Yuliana, Surya Perdana Hadi, “Model Penerapan dan potensi Wakaf Saham di

Indonesia”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 5, no,2 (2019):h.231.

1%%ndah Yuliana, Surya Perdana Hadi, “Model Penerapan dan potensi Wakaf Saham di
Indonesia”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 5, no,2 (2019):h.232.
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Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menetapkan ketentuan-ketentuan umum
yang terkait wakaf saham antara lain :

1. Investor yang hendak mewakafkan sahamnya hanya diperbolehkan bagi
investor yang memiliki rekening saham syariah dan bertransaksi melalui
syariah online trading system (SOTS).

2. Anggota bursa yang memfasilitasi wakaf saham hanyalah anggota bursa

syariah online tradlng SQ/ m (SOT )-/V
3. Objek wakaf hanx Xyarlah Yi rdaftar dalam daftar efek syariah

] = 2,
c
N

(DES).
S

ilih untuk menyerahkan sa %yariah kepada lembaga
N\
ecara koIFktif melalui anggotﬁsa SOTS atau dilakukan
2

NS )
secara mandin 0 | ey

HAKI, agar wakaf dapat berjalan

Praktik dalam mel
sebagaimana yang diharapk n Badan Wakaf Indonesia (BWI)
untuk mengelolanya. Peng pakan pemegang amanah untuk
memelihara dan menyalur esuai dengan tujuan wakaf yang

dikehendakinya.

S TIBAMAKASSAR. .

orang saksi dan dinyatakan secara lisan dan atau tertulis yang merupakan

kehendak dari wakif dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.
Landasan yang dapat dijadikan legitimasi pembolehan wakaf HKI adalah

menempatkan wakaf sebagai perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.Wakaf bisa dikatakan sebagai

1%%Indah Yuliana, Surya Perdana Hadi, “Model Penerapan dan potensi Wakaf Saham di
Indonesia”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 5, no,2 (2019):h.233.
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perjanjian tertulis mengingat dalam pelaksanaan wakaf terjadi sebuah perjanjian
antara si pewakaf (wakif) dan pelaksana wakaf (nazhir) yang dituangkan dalam
akta ikrar wakaf oleh Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).*®
Prosedur wakaf yang terkait dengan HKI sebagai objek wakaf maka

prosedurnya disamakan dengan prosedur wakaf pada umumnya yaitu:

1. Wagif, sebagai subyek hukum wakaf HKI

2. Adanya obyek wakaf HKI, misalnya Hak Cipta, Paten atau merek

3. Adanya penerima wakQB I yait ‘%a;zhlr yang mengelola obyek wakaf

HKI. /Y
4. Adanya agad A‘{K az dalam ikrar w;k

klf ke Nazhir

ek wakaf HKI harus meru;ﬁﬁ suatu kelompok yang
raw danVsalah seorang diantaranya

sebagai ketua lalu salah seo ga adalah orang yang paham atau

Pengelolf\
terdiri atas sekur\ﬁg'f

mengerti tentang HAKI. paham tersebut adalah prosedur

wakaf tadi kaitannya antara Kl-kementerian Hukum dan HAM
RI sebagai institusi pendaft ng berkenaan dengan perlindungan
terhadap HAKI. Wakaf tanah milik memiliki kaitannya dengan BPN (Badan
1), sedangk gan ke—~Kementerian
Sj:m MAI)CAS&AR@MWM
Intelektual).
1. Wakaf, HKI adalah orang yang akan berwakaf dengan objeknya HKI.

2. Nazhir, HKI adalah sekelompok orang yang akan mengelola obyek wakaf

HKI melalui akta ikrar wakaf.

1%°Helma Fitriana Putri, “Analisis Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”,
Skripsi (Medan: Fak. Hukum UMSU Medan, 2019), h.67.
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3. KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan adalah tempat mendaftar si wakif
yang akan berwakaf, dengan obyek wakaf HKI.

4. PPAIW (Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf) adalah pejabat yang telah
diangkat/disumpah dan yang mencatat akad atau transaksi wakaf dari si
wakif ke Nazhir dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

5. Kementerian Agama Kabupaten adalah sebagai lembaga yang melegitimasi,
mengesahkan perwakafan yang mendapat tembusan prosesi wakaf dari

KUA.Kecamatan.

/

baik hak cipta, pa merek dan lain-lain

[

B. Wakaf Saham HAKI P i lam

Penentuan nilai e enting dalam mempertimbangkan

suatu objek untuk menjadi Kesulitan untuk mengkuantifikasi
nilai ekonomi HAKI yang da wakaf lebih disebabkan karena
terbatasnya pengetahuan pihak-pihak yang memiliki kompetensi formal dalam
menent i valtasi) HAKI. Semgntara Atu, gootensi e KI untuk
meﬁmlﬁénMAI%Sﬁﬁmwarmn

pada kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam.

Sementara itu, produk-produk maupun ciptaanciptaan bernafaskan keagamaan

telah banyak beredar dan berkembang di masyarakat.

18Helma Fitriana Putri, “Analisis Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”,
Skripsi (Medan: Fak. Hukum UMSU Medan, 2019), h.68.
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Wakaf dengan objek bidang-bidang HAKI lainnya sampai dengan saat
ini belum terlalu dilaksanakan. Namun demikian, beberapa bidang HAKI seperti
Merek juga memiliki potensi sebagai obyek wakaf. Seperti diketahui,
perkembangan kreasi pakaian muslim di Indonesia sangat pesat, banyak
perancang busana beraliran muslim baik busana wanita maupun busana pria yang
menjadi trendsetter dengan karya-karyanya yang indah dan khas.

Sebagai contoh, seorang perancang busana merancang pakaian ataupun

perlengkapan busana seperti saryng, peci, h_+|za_b dan lainnya dengan label merek
\ ¢ 6> o

< )
la

tertentu. Merek tersebut/ ftarka irektorat Merek. Perancang busana
_\ ‘e \\ P
pemilik merek terséby emudian memberikadzmereknya untuk diwakafkan.
R L <

Tujuan wakaf se \\fu dimaksudkan agar seti %vkaian dan perlengkapan

N
erek yang diwakafkan ters(zbu.v\{dapat laku terjual, dan

busana dengan |

3
keuntungan dari\r%

dimanfaatkan misalnya untuk

pengelolaan sebuah panti ir yang ditunjuk. Selain Merek,

dengan melihat perkemba nemuan yang telah didaftarkan
Patennya, potensi pemanfaa jek wakaf juga cukup besar.

tersebut

Selain bidang H s, bidang-bidang HAKI lainnya

seperti Desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan PVT juga memiliki
potensi iwakafkan, namun belumperpah dikajidlebih jauh sanaannya.
Sesmmépmrwﬁ up besar
mengingat Indonesia adalah negara agraris dengan potensi pengembangan
berbagai macam varietas tanaman yang cukup besar pula. Akan tetapi dalam
praktik sampai dengan saat ini, wakaf dengan objek PVT belum pernah dilakukan.

HAKI di dalam hukum Islam dipandang sebagai salah satu huquq

maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun)

sebagaimana mal (kekayaan). Pandangan ini memberi kesimpulan bahwa HAKI
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adalah pekerjaan dan merupakan hak kekayaan yang bisa dimiliki baik oleh
individu maupun kelompok. Prinsip kepemilikan pribadi adalah menghormati hak
individu, menghargai harapan dan keinginan untuk leluasa berkehendak,
berkreativitas, dan berinovasi. Islam ingin mendorong siapa saja untuk berupaya
dan bekerja semaksimal mungkin dan mengharapkan hasil jerih payahnya.

Harta benda yang boleh diwakafkan merupakan salah satu hal yang
menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Pendapat tentang harta benda apa
saja yang boleh dlwakafkarh bagian a perpendapat bahwa yang boleh
diwakafkan adalah hartA ak be wsepertl tanah dan bangunan serta
harta benda bergerq(é da contohnya pada: asa. Nabi Muhammad hidup,

hesi untuk perang. Sebagla %na memperluas cakupan

ng bolehgdiwakafkan tidak tﬁs pada harta benda yang
a lah. ;mun semua harta benda

bergerak yang memiliki d an manfaat jangka panjang serta

seperti kuda dan b

harta benda berg
3
bergerak yang d%ak

mempunyai nilai ekonomi
Mewakafkan benda j erti HAKI memang belum pernah
literatur

dijelaskan secara terperinci klasik. Undang-undang mengenai

HAKI sendiri baru muncul pada tahun 1470 di Venice Italia'®’

> LIBAMAKASSAR. .

perkembangan zaman melalui unsur-unsur dasar (asasiyyah) yang terdapat di

, sangat jauh

dalam semua nash-nash dzanni dan dikembangkan melalui proses ijtihad ulama.
Benda wakaf menurut ulama dan hukum positif memiliki kesamaan dalam

beberapa hal yakni adanya manfaat dari benda itu dan bernilai ekonomis. Dalam

197 adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual,Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika,

2009).h.39.
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artian benda yang diwakafkan adalah benda/sesuatu yang bisa diperjual belikan,
tahan lama (benda maupun manfaatnya), dan manfaat benda bisa diambil oleh
penerima wakaf. Jika dicermati mengenai konsep harta dalam hukum Islam dan
perundang-undangan, HAKI termasuk kategori harta yang sudah jelas memiliki
nilai manfaat dan telah memenuhi syarat sebagai objek wakaf yakni memiliki nilai
manfaat.

Hukum dari wakaf HAKI, perlu melihat dari masing-masing peraturan

yang berkaitan dengan perw:
<>\
dikeluarkan oleh pemerintah

h

independen seperti I/&l@
~2

Tahun 2004 Tenta
N
dapat diwakafkan. gJenis hartﬁaf dalam UU ini terdiri
mentara dalam PP No. 42 Tahun

2006 tentang pelaksanaanya bedakan menjadi dua yaitu, benda

salah satu benda

3
dari benda tidak t%‘g'é

bergerak selain uang, dan upa uang. Undang-Undang Wakaf

maupun PP tentang pelaksa k Atas Kekayaan Intelektual telah
mendapat legitimasi secar hanya sebatas pengakuan, tidak
terdapat prosedur secara jelas dalam hal mewakafkan HAKI.'® Majelis Ulama
Ind i lah mengeluarkan f mengenai makaf u ada tahun
ZO(SZI(:\IBA& MAIMSSAKFQ&. Lalu
bagaimana pandangan Ulama’ Fiqih terhadap wakaf saham HAKI ?

Jika kita memperhatikan Objek wakaf menurut para Ulama’ Madzhab

sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab figih klasik harus memenuhi kriteria

sebagai berikut:

1%Eva Mir’atun Niswa,”Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di
Indonesia”, Volksgeist 1, no.2 (2018):h.7.
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1. Harus berupa benda materil.
2. Memiliki nilai manfaat.
3. Dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.
Kriteria obyek wakaf seperti ini disampaikan oleh Ulama’ Madzhab
Syafi’i dan Hambali sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya di sub-bab.

Keduanya tidak membatasi apakah benda tersebut berupa benda tidak bergerak

seperti tanah, rumah, gedung dan lain seb qﬁaiﬂya ataupun benda bergerak, seperti
R = \\‘ . ¢ > <.
mobil, hewan ternak, buky,.d misalnya {al di’atas berbeda dengan pendapat
S— Aad \ P

Ulama’ Hanaﬁyyah/ﬁé
~2

a mensyaratkan obyek: akﬁi harus berupa benda tidak
3 <4

selamanya, kare a1\§ memiliki kriteria yang

bergerak. Para Ulan¥ \\dari ketiga mazhab ini be ﬁnen bahwa wakaf harus
3
NG

N
n

mauquf (ebyek wakaf) juga
aMMWn u

dalam jangka waktu yang cu alisasikan.

ketat sehingoa maks selamanya atau minimal

Dengan demikian, da mazhab Hanafi, Syafi’i dan

Hanbali, maka Saham HA I syarat untuk dijadikan sebagai
objek wakaf sebab tidak me eriil dan manfaatnya terbatasi oleh

jangka waktu tertentu. Namun jika mengambil pendapat Madzhab Maliki maka

Sa?S kj:IBdi akafﬁn, Iaresa xms yatak hwa obyek
wakaf'ti r A terh uj S pa benda

immateriil (tidak berwujud). Jika melihat perundang-undangan dan keputusan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) maka Saham HAKI dapat diwakafkan,
mengingat nilai dan manfaatnya yang tidak kecil.

ljtihad fugaha terdahulu terhadap harta benda wakaf bertujuan untuk
kemaslahatan umat sesuai dengan setting sosial pada saat itu. Begitu pula ijtihad

ulama-ulama Indonesia terhadap pengembangan harta benda wakaf adalah demi
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kemaslahatan umat manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial pada saat
ini. Sebab pada dasarnya hukum adalah artikulasi dari pemikiran dan kegiatan
manusia pada zamannya.

Ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi,
maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-
penafsiran baru, dinamis, Sehingga dengan demikian ditinjau dari aspek ajaran
saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa

dikembangkan sesuai deng%\:utuhan
3
o

wakaf merupakan ajar v rsifat
)
dimiliki sesungguh/?;/}
~2

an. Ditinjau dari kekuatan hukum,
(s o

ns (sunnah), namun kekuatan yang
\ P

tonggak menjalankan roda

kesejahteraan masy: At banyak.

N\ —V

Dari sisi\ dapat juga diperhatikan teﬁ Kedudukan pemerintah
3 Ap
sla

\)\)

sebagai pengatur r intah m- menjelaskan bahwa

khalifah atau kepala nega tangan, dan ketinggalan untuk

membuat perundang-undan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah

maupun dengan ljtihad, umum memang menghendaki
demikian.

Allah SWT berfirman dalam surat An Nisa ayat 59 :

Terj ;
STELB At A A SALR 5
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berfainan pendapat tentang

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya. (QS An Nisa :59)*%

199K ementrian Agama, al-Qur’an dan Terjemahan Bandung:cordoba,2016. h.89.
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Berdasarkan Nash tersebut maka segala bentuk hukum peraturan sebagai
kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah bersifat mengikat dan wajib ditaati
oleh semua lapisan masyarakat, selama produk kebijaksanaanya secara substansi
tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana diketahui, produk hukum
pada dasarnya merupakan artikulasi dari keinginan masyarakat yang ada.

Sementara itu transformasi sosial dengan berbagai dinamikanya telah berubah.
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BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan pengkajian pustaka yang telah dilakukan,
maka peneliti memberikan kesimpulan yaitu:

—)
1. Penerapan Wakaf S_@haln\NAKl di/ JfidSnesia berbeda dengan wakaf aset

_ NG Py (.
tidak bergerakj ah maupun B n hal tersebut karena harus
~ A
terpenuhinya sps\ ! kekekalan dan bentnii(am yang tidak dapat
a

imanfaatka Bhra angsung. Ada u wakaf saham yang
dimanfaatkar~se ara | da d | wakaf sah
2

dicanangkanQQl ‘Bursa Eflk Indonisia (BEI). ¥ ama adalah wakaf yang
- <2

bersumber dari keuntungan-tavestor saham HAKI dan kedua adalah wakaf

yang menjadikan saha objek wakaf. Penerapan wakaf

dilaksanakan oleh wak li hadapan Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf (PPAIW) n oleh 2 (dua) orang saksi dan

dinyatakan secara lisan da yang merupakan kehendak dari wakif
dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

S BreEA T AR S A o= =
mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hanbali, maka Saham HAKI tidak boleh
diwakafkan karena tidak mempunyai wujud materiil. Namun jika mengambil
pendapat Mazhab Maliki maka Saham HAKI dapat diwakafkan, karena
Mazhab Maliki menyatakan bahwa obyek wakaf tidak harus berupa benda
materiil (berwujud) tapi juga bisa berupa benda immateriil (tidak berwujud).

Serta Jika melihat perundang-undangan dan keputusan Majelis Ulama
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Indonesia (MUI) maka Saham HAKI dapat diwakafkan, mengingat nilai dan

manfaatnya yang tidak kecil.

B. Implikasi Penelitian

Harapan peneliti dari skripsi ini adalah kiranya skripsi ini dapat menjadi
bahan kecil untuk rujukan terhadap masalah wakaf saham HAKI dalam perspektif
hukum Islam dan diharapkan kepada seluruh lembaga zakat atau lembaga-

lembaga perwakafan untuk

ih- me @atikan pengelolaan harta wakaf
¢ Cs o

berilmu, karena i

3
ketidaktahuan. I\%kﬁ

N\
apat mengegah kita untuk ter

ergmus dalam kejahilan dan

e kritikl dan saran yang bersifat

membangun terhadap skrips si-ini dapat menjadi bahan rujukan

untuk masalah wakaf saham I dalam angan hukum Islam.

STIBA MAKASSAR



DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari kitab/buku:

Ad-Dimasyqi, Syaikh al-allamah Muhammad ibn Abdurrahman. Figih Empat
Madzhab. Bandung: Hasyimi.2012.

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Ali, Muhammad Daud. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: Ul
Press. 1988.

An-Nawawi, Al-imam muhyld‘S@\1 ahya i yarf. Al-Minhaj Syarh Shahih

run ihya i atturosi al arobi. 1392

Musllm ibn Al- Haj 1. Bei

Ashofa, Burhan. M &d

2001. |
/2
al-Barrak, Abdurra ih ibn Nasir. Syarhu al- [-Salasah lil-Imam al-
Mujaddid ammad ibn Abdul Wahhab3£ I. Silsilah Mansyiirat
Muassasal\ akah Nargul-islam. 1436 H/2014
Darajah, Zakiah @.“Metodotg\ ajaran Al ) Islam. Jakarta: Bumi
Aksara. 1996.

en Pendidikan Nasional. Kamus
. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Direktorat Jenderal Hak
Besar Bahasa Indo
Utama,2008 M.

Fahruroji. Wakaf Kontempo

Haryani, Iswi. prosedur
Yustisia.2010.
Ibrahim. Metodologi Penelitia

Badan Wakaf Indonesia.
ang Benar. Yogyakarta: Pustaka

andung: alfabeta. 2015 M.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.1. Buku Panduan Hak Kekayaan
Intelektual. Tangerang: 2013.

Sy bii aviAdCAS S Res o

Kementrian Agama. al-Qur’an dan Terjemahan. Bandung: Cordoba. 2016 M.
al-Khorosyi, Muhammad. Mukhtashor Kholil. Maktabah Syamilah. vol II.

Klinik Konsultasi HKI. Panduan Pengenalan HKI. Jakarta: Departemen
Perindustrian.

Manziir, Ibnu. lisanul arabi. Beirut: Darun sodirun. 1414 H.

al-masyiqoh, Khalid ibn Ali ibn Muhammad. al-jami’i lilahkami Waqf Walhibati
Wa Washoya. Qatar: 2013.

Minawi, At-Taufiqala Muhimat Ta'rif. Alamul Qutub: Kairo. 1999 M.

Mujiono dan Ferianto. Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan
Intelektual. Yogyakarta: Sentra HKI UNY. 2017.

80



81

Naisaburi, Abi Husain Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairi. shohi Muslim. Beirut: Dar
al-Fikr. 1993.

Pasaribu, Chairuman Suhrawardi K Lubis. Hukum Perjanjian Dalam Islam.
Jakarta: Sinar Grafika. Cet. 11.1996 M.

Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).
Depok: Rajagrafindo Persada 2015.

Salim HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.
2002.

Sarwan, Ahmad. Figih Wakaf. Jakarta Selatan: 2018.

Simatupang, Richard Burton. Aspek Hukum Dalam Bisnis Jakarta: Rineka Cipta,
2003.

Soerjono dan H.Abdurahman. Metode Perﬂjtian hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

tefektual. Cet 1. Jakarta: Sinar
Grafika.2015,, === s %

L ] -~ ~p .
dal Syariah & P%g, Pasar Modal Syariah.
fi.

2003. N
Sutedi,  Adrian. Hak '&Q}a\ ekaya
N
0

Umam, Khaerul. Pasa¢,
Bandung: PUsfakd Setia.

Zahroh, Muhammad-&bu. Muhadhorot fi al WagfiKairo: Dar al Fikr al ‘Arabi.
2005

\ <\’
Zuhaili, Wahbah\dl, ighu al isLmea.l\dillatuhu'. % 10. Beirut: Dar al fikr.

. 4
1997.

Referensi Jurnal/Skripsi:

Afandi, Bella putri. “Anali Intelektual sebagai objek wakaf
Dalam Upaya meningkatkan Perekonomian di Indonesia”. Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Al-Kabisi mad Abid Abdulla ku kaf Kajian_Kontemporer
ta rlengkapfitentan ngsi d gﬁ& akaf serta
Penyeles Se |

Asri, Dkk. “Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih”, Bustanul
Fugaha 1, no.1 (2020): h. 79-92.

Jaenab, Siti. “’Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf*’, Al-Mustashfa 4,
no. 1 (2019).

Mubarok, Husni. “Pandangan Figih Dusturiyah Terhadap Wakaf Atas Kekayaan
Intelektual’’. Skripsi. Lampung: Fak.Syariah UIN Raden Intan Lampung,
2018 M.

Muhajir. “Aspek Hukum Wakaf Dalam Kajian hadis Ahkam ( Melacak Akar
Sejarah Hukum Wakaf dan Penerapan di Indonesia) “ Jurnal Syariah dan
Hukum 2, no.2 (2020): h. 15.



82

Niswa, Eva Mir’atun. ‘’Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di
Indonesia’’, Volksgoist 1, no.2 (2018).

Nizar, Lutfi. “wakaf hak cipta dalam perspektif hukum islam dan perundang
undangan di Indonesia’’. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012.

Putri, Helma Fitriana. “Analisis Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek
Wakaf”. Skripsi. Medan: Fak. Hukum UMSU Medan, 2019.

Razi, Fachruddin.” Jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang Diakui
dan Dilindungi di Indonesia.

Selasi, Dini. “Ekonomi Islam Halal dan Haramnya Berinvestasi dengan Saham
Syariah”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis 1, no. 2 (2018).

Siti, Hanan. >Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam’’, Jurnal lIimu
Syariah 3, no. 1 (2015).

Sulistiyaningsi Puji, dkk. “Pelaksanaan
wakaf”, JIPRO 2, n .” 19).

Yulianan Indah, Su'& / 7 Hadi.
Ni

ekayaan Intelektual sebagai Objek
Cls o

‘Me ‘Lfeaerapan dan potensi Wakaf

Saham di In ia”, Jurnal Perspek 5 onomi Darussalam 5, no. 2.
(2019). S ("&
Website: \< -
3 . . . .
Kamus Besar Ba%ap onesia LBBL).Jamus versi %ne. kbbi.web.id (15 mei
2021.) \_____________ 4

STIBA MAKASSAR



DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama . Arsan
NIM/NIMKO :171011020/85810417020
Tempat dan Tanggal Lahir : Sinjai, 05 Agustus 1999
Nama Bapak Kandung : Muhlis

Nama Ibu Kandung : Maimuna

Alamat

2. SMPN 6 Sinjai Sela
3. SMAN 3 Sinjai Selat
4. Mahasiswa S1 STIB
Demikian riwayat hidup penyusun ini buat dengan sesungguhnya dan apabila ada

"STIBA™MAKASSAR

Makassar, 17 Agustus 2021

Penulis

Arsan

83



